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Penelitian ini tentang perlawanan petani, sebagaimana konflik agraria 
di Indonesia yang selalu ramai diperbincangkan, berangkat dari masalah 
antara petani dengan perusahaan Swasta (BUMS) maupun perusahaan 
Negara (BUMN). Faktanya kasus konflik agraria hampir terjadi di seluruh 
wilayah Indonesia, mulai dari sektor perkebunan, kehutanan, hingga 
pertambangan.  
Salah satu faktor yang menyebabkan konflik tersebut yaitu Hak Guna 
Usaha (HGU) yang telah berakhir dan petani diperhadapkan oleh realita 
lapangan pekerjaan yang diharapkan lebih baik. Sehingga petani ingin 
mengambil alih tanahnya ketika masa HGU berakhir. Alih-alih mendapatkan 
tanahnya justru petani diperhadapkan dengan berbagai masalah seperti 
pengucilan, penindasan, dan bentuk kekerasan lainnya. Meskipun di 
beberapa daerah, petani berhasil mengambil kembali tanahnya. Kenyataan 
pahit kemudian dirasakan oleh petani Polongbangkeng yang dikalahkan oleh 
PTPN XIV Persero, dan berhasil memperpanjang masa HGU-nya. Penelitian 
ini dikaji berdasarkan disiplin ilmu Antropologi, yang mana metode penelitian 
yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan model deskriptif.  
Pemilihan informan dilakukan secara purpossive (Sengaja), serta 
pengambilan data menggunakan model wawancara mendalam, observasi, 
dan dokumentasi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi proses 
perubahan perlawanan petani terhadap pihak PTPN XIV Persero. Pada Pra 
perpanjangan HGU, aksi frontal petani sangat jelas di hadapan pemerintah 
dan pihak perusahaan. Hal ini memuncak pada tahun 2007 hingga 2009, 
dimana rata-rata tanah yang disewa telah habis masa HGU-nya, dan menjadi 
awal terjadinya aksi demonstrasi besar-besaran di daerah perkebunan dan 
pusat pemerintahan kabupaten. Namun, Pasca perpanjangan HGU atau 
kekalahan petani, yang terlihat justru petani memperlihatkan wajah kekalahan 
namun sangat berdampak bagi pihak perusahaan. petani lebih banyak 
melakukan perlawanan secara tersembuyi, mereka melakukan pengrusakan 
tanaman, membiarkan ternak-ternak memakan tebu, menambang batu, 
berkebun di lahan kosong, dan lain-lain.  
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A. Latar Belakang 
Indonesia merupakan salah satu Negara yang berpotensi 
swasembada gula. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis yang sangat 
strategis dengan iklimnya yang tropis. Pada tahun 2015 worldatlas.com 
merilis 10 negara penghasilan gula terbesar di dunia, Brasil menempati 
urutan teratas dengan produksi gula sebesar 739,3 juta ton/tahun, sedangkan 
Indonesia menempati urutan ke depalan dengan produksi gula sebesar 33,7 
juta ton/tahun.   
Indonesia mulai gencar melakukan pembukaan lahan pada abad ke 17  
ketika masa kolonial Belanda demi kepentingan ekspor gula. Dari rentetan 
usaha yang dilakukan hasil perkebunan mengalami masa keemasan di tahun 
1930-1932. Namun setelah itu, kondisi perkebunan tebu mengalami 
penurunan produksi karena berbagai faktor seperti ketertinggalan teknologi 
yang digunakan, krisis ekonomi pasca kemerdekaan, musim kemarau yang 
berkepanjangan dan kebijakan pergulaan yang tidak menentu. Di sisi lain, 
terjadi perluasan lahan perkebunan tebu setiap tahunnya, menurut Asosiasi 
Gula Indonesia pada tahun 2005 luas lahan 381.785,8 Ha, sedangkan di 
tahun 2013  telah mencapai 451.462,6 Ha. 
Industrialisasi ke pedesaan menandai adanya usaha pemerintah untuk 
melakukan pemajuan perkebunan tebu di Indonesia. Sedangkan, masyarakat 
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agraris memandang status sosial seseorang dari luasnya lahan yang dimiliki. 
Karena tanah dianggap sebagai asset yang berharga dalam masyarakat 
maka seringkali terjadi konflik individual maupun kelompok untuk 
mempertahankan hak miliknya. 
BUMN (Badan Usaha Milik Negara) maupun BUMS (Badan Usaha 
Milik Swasta) hadir sebagai jawaban atas perluasan lahan tersebut. 
Kehadiran dari perusahaan ini sering kali menghadapi respon pro maupun 
kontra di masyarakat terutama kalangan petani. Aksi penolakan tidak hanya 
terjadi sekarang ini, melainkan terjadi disepanjang usaha perusahaan 
memanfaatkan lahan yang juga diakui oleh petani sebagai miliknya. Hal 
tersebut telah digambarkan dalam buku ‘Radikalisasi Petani’ yang ditulis oleh 
Kuntowijoyo yang memberikan gambaran tentang “Gerakan Partai Komunis 
Indonesia yang mengakomodir petani untuk melakukan aksi-aksi mengklaim 
tanah-tanah tuan tanah tanpa memperdulikan masalah hukum” (Kuntowijoyo, 
1996: 14). Namun gerakan tersebut tidak berlangsung lama karena hegemoni 
Negara yang melumpuhkan pergerakan petani. 
Sadikin dan Samandawi (2007: 19-20) menggambarkan penelitiannya 
di Desa Sepur, Kabupaten Bayumas tentang upaya-paya yang dilakukan 
Ornop dalam penguatan dan pengorganisasian masyarakat desa khususnya 
petani. Mengingat banyaknya alih fungsi lahan yang dilakukan pemerintah 
dalam memacu pembangunan industri di pedesaan. Sehingga Ornop hadir 
dalam mengawal upaya pencegahan terjadinya konflik. 
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Berbeda dengan Maring, penelitiannya di Desa Praha dengan PT 
Swakarya Provinsi Jambi selama tahun 2009-2012, melihat bagaimana 
upaya masyarakat dan perusahaan saling mengklaim wilayah hutan untuk 
dijadikan lahan ekonomi. “Masyarakat berupaya membuka lahan yang 
merupakan bagian dari wilayah kerja perusahaan” (Maring, 2013: 169). 
Setiap konflik agraria memiliki ciri atau model perlawanan khas 
masing-masing, ada yang melakukan aksi penolakan secara terbuka ada 
juga secara sembunyi-sembunyi. Apa yang Maring lihat dalam kondisi 
lapangan bahwa keingingan masyarakat dengan perusahaan tumpang tindih 
atas pengelolaan lahan sehingga keduanya bersikeras dalam 
mempertahankan hak milik.  
Setiap tahun konflik agraria di Indonesia mengalami peningkatan, 
berdasarkan data dari BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) bahwa 
sepanjang tahun 2014 telah terjadi 472 konflik agraria (sumber: bphn.go.id). 
Dari data tersebut KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) merilis data konflik 
agraria perkebunan sebanyak 185 kasus yang di dalamnya memuat berbagai 
konflik antara BUMN/BUMS dengan masyarakat (sumber: www.kpa.or.id). 
Salah satu contoh dari sekian konflik agraria yang ada yaitu konflik 
perkebunan tebu antara PTPN XIV dengan petani Kecamatan 
Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Berdasarkan hasil observasi 
awal bahwa sejak tahun 1978, dimana awal-mula pemberlakuan penyewaan 
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lahan. Petani tidak mendapat ganti rugi yang layak bahkan beberapa dana 
ganti rugi juga dipotong tanpa persetujuan petani. Petani bahkan tidak 
dilibatkan dalam pengukuran lahan dan yang menolak menyewakan lahan, 
diintimidasi dan dituduh sebagai anggota PKI. Penyewaan juga melebihi 
batas waktu (seharusnya dikembalikan tahun 2007-2008), tapi perusahaan 
terus beroperasi.  
Perlawanan petani berdampak kerugian bagi perusahaan, 
berdasarkan laporan PTPN XIV Persero pada tahun 2012 perusahaan ini 
mengalami kerugian sebesar Rp 39.508.000.000 pada unit usaha tebu. Hal 
ini menarik perhatian penulis mengingat bahwa aksi demonstrasi petani telah 
redam akibat perpanjanjangan masa HGU perusahaan. (sumber: 
www.ptpnxiv.com/Download/annual_report_2012.pdf) 
Berhasilnya sektor pertanian padi di Polongbangkeng, membuat petani 
memanfaatkan lahan yang ada, termasuk lahan PTPN XIV Persero yang 
diklaim milik petani. Apalagi setelah hadirnya sistem irigasi pertanian yang 
baik dari Pemerintah, membuat petani semakin mudah bercocok tanam. 
Hanya dengan menunggu beberapa bulan maka mereka akan memperoleh 
hasil yang bisa dinikmati selama beberapa bulan bahkan kebutuhan tahunan. 
Karena sebagian lahan yang ditanami petani bukan miliknya yang sah, maka 
pihak perusahaan membatasi akses ke wilayah perkebunan (Seperti 
mengembala sapi di sekitar area kebun, mengambil, memanfaatkan lahan 
yang kosong dan lain-lain). Namun beberapa petani berusaha melanggar 
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peraturan tersebut, karena lahan perkebunan dianggap sebagai milikinya. Hal 
ini menjadi tantangan bagi perusahaan dalam menghadapi resistensi petani 
di sekitarnya.  
Menariknya sepanjang perpanjangan masa HGU PTPN XIV Persero, 
hasil perkebunannya belum kembali stabil seperti masa berjayanya sebelum 
tahun 2007. Selain itu, tenaga kerja dari perusahaan tersebut adalah petani 
yang notabene masyarakat asli Polongbangkeng. Tentunya titik tekanan dari 
permasalahan ini adalah bentuk atau kondisi perkebunannya di lapangan 
serta relasi kerja antara karyawan dengan non-karyawan (masyarakat) 
setempat. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait 
Perlawanan Petani terhadap PTPN XIV Persero. 
Telah banyak penelitian yang mengkaji perlawanan petani dari segi 
politik, hukum, dan sosiologis. Sedangkan dalam penelitian ini akan 
menekankan pada perlawanan petani dari segi antropologisnya. Dimana 
konsep perlawanan dimulai dari sistem pengetahuan masyarakat yang 
diaplikasikan dalam bentuk perilaku, bentuk perilaku ini bagian dari reaksi 
atas ketidaksesuaian dengan nilai-nilai/pedoman hidup masyarakat. Analisis 
dalam penelitian ini akan banyak melihat hal-hal yang ada dalam keseharian 
masyarakat seperti kisah-kisah, tema pembicaraan, dan perilaku. Semuanya 
akan terdeskripsi melalui metode kualitatif, serta pendekatan partisipasi aktif. 
Sehingga dari penelitian ini akan menghasilkan karya etnografi yang 
bertemakan perlawanan. Penelitian ini juga memiliki momentum yang tepat 
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dimana masa musim hujan sudah dimulai dan tandanya petani sudah 
bersiap-siap bercocok tanam.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan kontitusi Indonesia tentang Hak Guna Usaha (HGU) 
diatur dalam UU No. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok 
Agraria (UU Agraria). Pada pasal 29 UU Agraria, HGU dapat diberikan jangka 
waktu maksimal 25 tahun dan untuk perusahaan dengan kebutuhan tertentu, 
dapat diberikan waktu maksimal 35 tahun. Setelah habis jangka waktunya 
HGU dapat diperpanjang paling lama 25 tahun. HGU telah menjadi dasar 
terjadinya konflik antara PTPN XIV Persero dengan petani, dimana HGU 
perusahaan telah melewati batas kontrak dan telah melakukan perpanjangan. 
Padahal petani memiliki kesempatan untuk mengembalikan tanah mereka 
melalui bukti fisik yang dimiliki. Namun, dilain sisi pihak perusahaan juga 
memiliki kesempatan untuk melakukan perpanjangan HGU, dan ini telah 
dilakukan sejak tahun 2009 dan berlaku hingga tahun 2024. 
Sejak saat itulah perlawanan petani redam akibat perpanjangan HGU, 
dimana aksi yang telah dilakukan (sebelumnya) secara terang-terangan 
seperti menduduki lahan, pembakaran, pelepasan ternak-ternak dan  
mengolah dan mengganti tebu dengan tanaman yang lebih produktif (Padi, 
Jagung, Mentimun, Kacang-kacangan dan lain-lain). Di mata hukum petani 
telah kalah atas PTPN XIV Persero, namun sebagian masyarakat masih 
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berusaha untuk menguasai dan mendapatkan lahannya. Melihat hal tersebut 
penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
1. Apa yang menjadi faktor terjadinya perlawanan di kalangan petani 
terhadap PTPN XIV Persero? 
2. Bagaimana pengorganisasian petani dalam melakukan 
perlawanan? 
3. Bagaimana bentuk-bentuk perlawanan petani pasca perpanjangan 
masa HGU? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah tersebut 
adalah sebagai berikut: 
1. Mendeskripsikan faktor-faktor terjadinya perlawanan yang 
menyebabkan petani melakukan perlawanan. 
2. Mendeskripsikan pengorganisasian petani dalam melakukan 
perlawanan?.  
3. Mendeskripsikan bentuk-bentuk perlawanan petani setelah 
perpanjangan HGU oleh PTPN XIV Persero. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan 
dan memberikan pengetahuan bagi penulis, maupun pihak-pihak 
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yang menaruh minat terhadap studi Antropologi mengenai kajian 
Perlawanan Petani.  
2. Sebagai bahan informasi yang diharapkan dapat memperkaya 
pembendaharaan dalam rangka mengembangkan Ilmu 
Antropologi. 
3. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini akan menjadi bahan evaluasi 
terkait kebijakan yang telah dicetuskan dan sebagai bahan 
referensi dalam mengambil kebijakan dimasa yang akan datang. 
4. Bagi perusahaan BUMN/BUMS, terkhusus pada PTPN XIV 
Persero. Hal ini akan menjadi refleksi dari posisi perusahaan 
mereka di tengah Polongbangkeng dan sebagai bahan antisipasi 






A. Studi Tentang Konflik dan Perlawanan  
Konflik adalah hal yang wajar terjadi, melihat dari interaksi masyarakat 
yang majemuk. Menurut Soekanto (1993:99) bahwa “Konflik yaitu proses 
pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa 
memperhatikan norma dan nilai yang berlaku”. Kaum yang menduduki posisi 
otoritas menyatakan superdinasi dan diharapkan memerintah bawahan 
(Kaum subordinat). Yang mana dalam setiap asosiasi, orang yang berada 
pada posisi dominan berupaya mempertahankan status quo, sedangkan 
orang berada dalam posisi subordinat, berupaya mengadakan perubahan. 
Perubahan ini bisa dalam bentuk aksi penolakan atas superdinasi 
yang ada. Jika terjadi tekanan dari kaum superdinat terhadap kaum 
subordinat maka akan terjadi aksi perlawanan dari kalangan bawah hingga 
terciptanya suatu perubahan. Hal ini sejalan dengan konsep perlawanan 
menurut Scott (2000) bahwa:  
Perlawanan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh kaum 
atau sekelompok subordinat yang ditujukan untuk mengurangi 
atau menolak klaim (misalnya harga sewa atau pajak) yang 
dibuat oleh pihak atau kelompok superdinat terhadap mereka 
(Scott, 2000: 302).  
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Mereka yang merasa kaum subordinat akan berusaha mencapai 
status yang sama dengan kaum superdinat, sedangkan sebaliknya kaum 
superdinat berusaha terus mempertahan dan meningkatkan statusnya. 
Usaha dari kaum subordinat seringkali mendapat tindakan pengucilan 
bahkan aksi kekerasaan. Maring kemudian melihat konsep perlawanan 
sebagai suatu hubungan kekuasaan yang tidak secara langsung bertujuan 
menjatuhkan pihak lawan, namun masing-masing memiliki strategi untuk 
menang. 
Perlawanan merupakan strategi hubungan kekuasaan dengan 
karakteristik yang khas yaitu masing-masing pihak 
berkonsentrasi pada strategi mewujudkan tujuan masing-
masing dan tidak secara langsung bertujuan menggagalkan 
strategi pihak lain (Maring, 2013: 164). 
Keinginan yang tidak sejalan di antara kedua pihak tidak selamanya 
menimbulkan konflik yang besar dan terjadi terus menerus, melainkan terjadi 
secara fluktuatif. Hal ini juga mengakibatkan silih bergantinya metode 
penolakan kaum subordinat baik melalui demostrasi, bergosip, pengrusakan, 
pencurian dan lain-lain. Sebagaimana Scott (2000: 3) sendiri membagi 
perlawanan tersebut menjadi dua bagian, yaitu “Perlawanan Publik atau 
terbuka (Publict Transcript) dan Perlawanan tersembunyi (Hidden 
Transcript)”. Untuk membedakan kedua kategori tersebut dibedakan atas 
artikulasi perlawanan, bentuk, karakteristik, wilayah sosial dan budaya. 
Perlawanan terbuka dikarekteristikan oleh adanya interaksi terbuka antara 
kelas-kelas subordinat. Sementara perlawanan sembunyi-sembunyi 
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dikarakteristikan oleh adanya interaksi tertutup, tidak langsung antara kelas-
kelas subordinat dengan kelas superdinat. 
Perbedaaan dari dua bentuk perlawanan di atas, Scott mencirikan 
perlawanan terbuka sebagai perlawanan yang bersifat organik sistematik dan 
kooperatif, berprinsip atau tidak mementingkan diri sendiri, berkonsekuensi 
revolusioner dan Mencakup gagasan atau maksud meniadakan basis 
dominasi. Hal ini juga diungkapkan Tarrow (1994: 2) “Unjuk rasa, mogok 
kerja dan lain-lain merupakan konsekuensi perlawanan terbuka terhadap 
pihak superdinat”. 
Perlawanan atau resistensi merupakan hal yang tidak terpisahkan dari 
kelompok masyarakat atau individu yang merasa tertindas, frustasi, dan 
ketidakadilan di tengah-tengah mereka. Beberapa peristiwa yang timbul dari 
adanya perlawanan sekelompok orang yang mengidentitaskan dirinya 
sebagai petani termasuk pihak-pihak yang mendukung perlawanan petani 
terhadap kelompok masyarakat lain, atau institusi pemerintah maupun 
perusahaan yang tidak mengakui atau merebut sebidang tanah yang mereka 
akui dan yakini miliknya. Hal ini juga disebut sebagai konflik vertikal yang 
mana yang terjadi adalah konflik antar masyarakat dan penguasa. 
Gerakan sosial (perlawanan) masih menjadi cara dan sarana efektif 
bagi kelompok-kelompok rakyat marginal. Mereka dapat menggunakannya 
untuk mengadvokasi hak-haknya yang tidak terakomodasi di dalam praktik 
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dan sistem politik perwakilan (Manalu, 2009, 14). Hal tersebut terjadi 
sepanjang rakyat marginal semakin tersudutkan dari berbagai bidang 
kehidupan. 
Timbulnya sebuah gerakan perlawanan ditandai dengan adanya 
konflik. Jika konflik antarperorangan tidak dapat diatasi secara adil dan 
proporsional, maka hal itu dapat berakhir dengan konflik antar kelompok 
dalam masyarakat. Perbedaan pendapat dan sikap termasuk ketidakinginan 
untuk menerima orang lain, dapat menyebabkan konflik antara seseorang 
dengan yang lainnya. Ida (2001, 1) mengemukakan bahwa semakin lama 
suatu masyarakat mengalami ketegangan atau konflik laten, maka akan 
semakin kuat pula letusan konflik yang akan terjadi apabilah sudah 
memperoleh ruang melalui suatu pemicu tertentu. Atran (2003) kemudian 
berpendapat bahwa: 
Sebagian besar konflik disebabkan oleh pertarungan 
memperebutkan sumber daya: latarbelakangnya adalah situasi 
‘aspirasi yang sedang meningkat diikuti oleh harapan yang 
menipis’ (Atran 2003 (dalam Anwar dkk, 2005).  
Hal ini berkaitan dengan beberapa konflik budaya yang terjadi di 
Indonesia yang juga diikuti oleh konflik agraria pasca situasi yang penuh 
harapan dari pemerintah. Kajian Antropologi konflik dalam melihat hal 
tersebut, menjadi penting dalam menggambarkan etnografi masyarakat 
setempat dalam melakukan perlawanan. Karena apa yang berkaitan dengan 
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ide, norma, simbol dan bentuk-bentuknya merupakan dasar dari timbulnya 
perilaku perlawanan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Scott (2000) bahwa: 
“Simbol, norma dan bentuk-bentuk ideologis, masyarakat 
ciptakan sebagai latar yang tidak dapat dihilangkan dari perilaku 
mereka. Betapapun parsial dan tidak sempurnanya pemahaman 
mereka tentang situasi itu, namun mereka diilhami oleh itikad, 
nilai dan tujuan yang mengkondisikan aksi-aksi mereka” (Scott, 
2000: 51-52). 
Ini berkaitan dengan pengertian kebudayaan oleh Geerzt bahwa 
dimana ia melihat “kebudayaan sebagai suatu teks/simbol yang perlu 
diinterpretasikan maknanya daripada sebagai suatu pola perilaku yang 
sifatnya kongkrit (Geertz; 1992:5)”. Kebudayaan sebagai teks/simbol dalam 
hal ini diperlukan penafsiran untuk menangkap makna yang terkandung 
dalam kebudayaan tersebut,. Kebudayaan dilihatnya sebagai jaringan makna 
simbol yang dalam penafsirannya perlu dilakukan suatu pendeskripsian yang 
sifatnya mendalam (thick description). 
Salah satu Unsur kebudayaan yaitu Organisasi sosial, yang mana 
dalam hal ini, organisasi sosial sangat berperan penting dalam menentukan 
kebudayaan. Kesadaran kolektif dalam kelompok sangat menentukan 
gerakan perlawanan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Saifuddin (2006) 
bahwa: 
Keyakinan kolektif begitu penting bagi integrasi individu-individu 
yang harus mereka pertahankan terhadap tantangan. Setiap 
keyakinan yang bertentangan dengan keyakinan kolektif ibarat 
penyakit yang menggorogoti individu (Saifuddin, 2006:328).  
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Solidaritas yang terbangun di antara anggota kelompok seringkali 
semakin menguat ketika outsider, seolah-olah berlawanan tujuan dari apa 
yang diharapkan oleh kelompok. Sehingga rasa solidaritas yang begitu tinggi 
akan membuat konflik semakin memanas, ketika terjadi gesekan. 
Antropologi yang mempelajari tentang manusia dan kebudayaannya 
dan tidak lepas dari konsep interaksi (antara individu dengan individu, 
individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok). Konflik yang 
muncul akibat interaksi sosial, bisa terjadi karena perbedaan budaya, 
ketidakadilan sosial, dan sebagainya yang bertentangan dengan nilai-nilai 
atau pedoman hidup dalam masyarakat. Sehingga menarik jika melihat 
sebuah konflik dari perspektif Antropologis.  
B. Konflik Agraria 
Sejak Indonesia merdeka, pemerintah telah mengupayakan berbagai 
hal demi terciptanya kesejahteraan rakyatnya. Percepatan pembangunan 
pedesaan hingga peningkatan produksi pertanian telah dimulai sejak puluhan 
tahun lamanya. Banyak masyarakat yang menikmati manisnya pembangunan 
ini, namun banyak pula yang justru baru merasakan pahitnya pasca 
masuknya abad 21. Kesadaran ini justru hadir setelah banyaknya masalah 




Pada dasarnya konflik akan selalu ada sepanjang manusia melakukan 
interaksi antara satu dengan yang lain. Konflik sendiri mampu menciptakan 
situasi dan kesenjangan baik antara masyarakat dengan masyarakat, 
maupun masyarakat dengan pemerintah. Konflik agraria misalnya, yang 
akhir-akhir ini ramai diperbingcangkan karena meliputi berbagai sektor seperti 
perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Konflik ini kemudian dilatari oleh 
berbagai masalah seperti tidak adanya pertanggung jawaban sosial 
perusahaan kepada masyarakat, maupun kontrak tanah yang telah habis 
masa HGU-nya (Hak Guna Usaha).  
Menurut Pakpahan (2000: iii) “Konflik berbasis sumber daya agraria 
yang terlihat jelas terutama dalam tipe reklaiming ini antara lain, bertitik pada 
saat HGU atas lahan perkebunan selesai atau diperbaharui kembali”. Hal ini 
disebabkan banyak lahan masyarakat yang dialihkan sebagai lahan HGU 
bagi perkebunan tanpa inventarisasi kepemilikan lahan yang lengkap.  
Konflik antara masyarakat dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) 
maupun BUMS (Badan Usaha Milik Swasta) juga tersebar diberbagai pelosok 
Indonesia. Justru konflik sengketa ini rawan menimbulkan banyak korban dan 
kerugian ekonomi. Beberapa konflik ini telah banyak diteliti oleh akademisi 
maupun LSM, seperti kasus yang diteliti oleh Purba (2014), tentang 
masyarakat Desa Pandumaan dengan PT. Toba Pulp Lestari.  
Konflik ini berawal dari tahun 2009 hingga 2013 dikarenakan 
oleh perluasan lahan pihak perusahaan dan membentur wilayah 
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hutan adat. Konflik ini akhirnya diakhiri dengan kebijakan dari 
Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013 
tentang pengembalian hutan adat kepada masyarakat Desa 
yang dibentuk dengan Rancangan UU di Kabupaten Humbang 
Hasundutan Purba (2014: 1). 
Penilitian disertasi Musdalifah juga menunjukkan konflik agraria yang 
kompleks yaitu antara petani dengan PT. Lonsum di Kecamatan Kajang, 
Kabupaten Bulukumba. Dimana perlawanan petani sangat identik dengan 
aktivitas pengrusakan pada tanaman. Meskipun di sisi lain dampak positif 
secara ekonomi dari PT Lonsum mendominasi pergerakan ekonomi 
masyarakat yang ada di sekitarnya. 
Konflik ini telah terjadi sejak tahun 1981, diikuti berbagai 
aktivitas perlawanan seperti pembakaran dan pengrusakan 
tanaman. Keberadaan perkebunan  PT.  Lonsum  menimbulkan  
dampak  positif  dan  negatif  dari  aspek  sosial maupun  
ekonomi,  dimana   keterlibatan  perusahaan  di  bidang  
ekonomi,  mampu  mendominasi  pergerakan  ekonomi 
masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang, meskipun di 
satu pihak menimbulkan pengaruh sosial berupa konflik yang 
berkepanjangan (Musdalifah, 2007:1). 
Berbeda lagi dengan tulisan karya Widodo (2013), dalam bukunya 
“Menanam adalah melawan”, ia bercerita tentang perjuangan petani Kulon 
Progo yang sehari-harinya bertani cabai. Pesisir pantai yang dahulunya tidak 
bisa ditanami apa-apa, akhirnya bisa tumbuh tanama  cabai dengan subur 
karena terjadi perubahan siklus alam yang menguntungkan masyarakat 
pesisir. Hingga kemudian masyarakat dapat merasakan nikmatnya bertani 
meski hasilnya tidak seberapa. Kehadiran pemerintah untuk menjadikan 
17 
 
wilayah pertanian menjadi daerah tambang besi membuat masyarakat 
melakukan aksi perlawanan yang bergejolak.  
Mereka melakukan aksi demontrasi, syair puisi dan lagu hingga 
pentas drama yang menggambarkan pejuangan mereka. 
Perjuangan mereka tidak sekedar menyelamatkan mereka juga 
memberikan kesadaran akan bahaya pertambangan bagi 
kerusakan lingkungan hingga menyebabkan kemiskinan sosial 
(Widodo, 2013: 13). 
Widodo telah ikut terlibat bersama petani melakukan berbagai 
aktivitas. Hal ini jelas subyektivitasnya dalam menanggapi isu pembanguna 
yang ada. Lain lagi dengan Konflik antara penduduk Nagari Kinali dengan 
perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit. Konflik ini terjadi karena 
dalam melaksanakan perannya sebagai fasilitator pengembangan 
perkebunan kelapa sawit, pemerintah kabupaten Pasaman gagal 
memprioritaskan kepentingan pemilik tanah ulayat dan tidak melakukan 
tugasnya dengan baik dalam menyelenggarakan pembangunan Perkebunan 
Inti Rakyat di Nagari Kinali.  
Setelah gagal memprioritaskan kepentingan pemilik tanah 
ulayat, pemerintah kabupaten setempat tidak melakukan upaya 
untuk mengabulkan permintaan pemilik tanah tersebut, 
walaupun mereka telah berjanji ketika proses pengadaan tanah 
berlangsung. Di sisi lain masyarakat yang melakukan aksi 
penuntutan justru tidak disambut baik oleh pemerintah, justru 
mereka dihiraukan karena tidak memiliki bukti tertulis atas 
perjanjian sebelum berlakunya masa HGU (Afrizal, 2006:12). 
Konflik di kalangan pejuang tani memang selalu diwarnai kekerasaan 
bahkan berujung pada kematian, sekalipun adanya pihak ketiga dari 
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perusahaan yang bersengketa dalam hal ini pemerintah. Namun, pihak ketiga 
mampu menjadi bumerang bagi masyarakat karena relasi politik perusahaan. 
Pihak ketiga dalam hal ini bisa dari kalangan LSM, Pemerintah, Partai Politik 
dan sebagainya.  
Sebelum presiden Soeharto turun dari kursinya pada tahun 1998, telah 
berkecamuk perlawanan masyarakat yang komplain terhadap perusahaan 
yang menguasai lahan. Hal ini memuncak pasca setelah masuknya era politik 
baru yang demokratis dan era pemerintahan yang desentralis. Tidak hanya 
konflik budaya, di daerah yang cukup homogen yang ada adalah konflik 
vertikal antara masyarakat dengan perusaan/pemerintah. Keberhasilan 
mahasiswa menumbang resim orde baru sesungguhnya tidak berjalan 
sendirian. Sebelumnya gerakan-gerakan prodemokrasi yang dilakukan 
petani, buruh, pers, partai politik, masyarakat adat, dan entitas lainnya telah 
berlangsung sejak 1970-an di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini yang 
menciptakan prakondisi bagi gerakan mahasiswa yang diibaratkan berada ‘di 
puncak sebuah gelombang atau analogi lain memungkinkan mahasiswa 
mencapai garis finis (Budirman dan Tornquist, 2001 (dalam Manalu, 2009:4). 
Salah satu kasus ketidakadilan yang diterima kaum lemah atau kaum 
terekploitasi ini terjadi di pedesaan negeri Jiran Malaysia sekitar tahun 1920-
1930 tahun yang lalu. Ketidakadilan ini terjadi akibat dari ulah segolongan 
manusia baik dari pihak internal masyarakat atau eksternal masyarakat itu 
sendiri. Terlebih lagi dari pihak pemerintah sendiri tidak ada perhatian khusus 
19 
 
terhadap ketidakadilan ini, sehingga muncul konflik vertikal antara golongan 
petani miskin dengan kelompok-kelompok mapan. Kalau kita lihat dampak 
positifnya, bahwa gerakan petani dalam melakukan protes menjadi 
terorganisir, sistematis.  
Secara idiologis dapat digunakan sebagai sarana untuk 
menggerakan dukungan dari masyarakat yang ada. Konfrontasi 
ini diperkuat dengan adanya dukungan dari tokoh-tokoh agama 
yang kharismatik sehingga gerakan ini semakin kuat (Scott, 
2000: 35). 
Konflik terbuka baik yang didukung oleh tokoh agama yang 
kharismatik, atau oleh sebuah partai politik radikal akan membuat bereaksi 
pemerintah terhadap masalah yang sedang dihadapi. Akibat beraliansi 
dengan suatu partai yang radikal tadi maka yang menjadi korban ialah petani 
gurem itu sendiri. Sebenarnya dukungan mereka terhadap partai politik itu 
belum tentu dibalas dengan kebaikan apabila partai itu nantinya berkuasa. 
Para petani gurem berharap apabila partai komunis yang beraliansi dengan 
mereka itu bisa berbuat adil terhadap mereka.  
Scott telah melihat bahwa dengan menggunakan cara ini gerakan 
petani gurem berhasil mengubah pada tataran sistem ekonomi dan politik. 
Sehingga memaksa pemerintah untuk menciptakan kebijaksanaan baru yang 
dapat mengurangi faktor-faktor yang menjadi pemicu dari timbulnya 
pemberontakan petani itu. Inilah yang kemudian membuat Scott (2000) 
mendeskripsikan bentuk perlawanan petani yang secara tersembunyi 
(hiddent transcript) seperti:  
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Memperlambat pekerjaan, bersifat pura-pura, pelarian diri, pura-
pura memenuhi permohonan, pencurian, pura-pura tidak tahu, 
menjatuhkan nama baik orang, pembakaran, penyabotan dan 
lain-lain. Mereka hampir tidak membutuhkan koordinasi atau 
perencanaan; menggunakan pemahaman implisit serta jaringan 
informal; sering mengambil bentuk mengurus diri sendiri dan 
mereka secara khas menghindari konfrontasi simbolis yang 
langsung dengan kekuasaan. Sebenarnya justru cara-cara 
perlawanan demikian merupakan yang paling berarti dan yang 
paling efektif dalam jangka yang panjang (Scott, 2000: 111). 
Berbeda dengan protes petani di Indonesia, gerakannya bisa 
dikatakan sangat radikal. Konfliknya sangat terbuka sehingga bentrokan 
secara fisik tidak bisa dielakkan kaitannya dengan penguasa. Gerakan 
semacam ini merupakan wadah dari para petani miskin melawan 
ketidakadilan yang disebabkan oleh tindakan semena-mena baik dari pihak 
perkebunan, aparat pemerintah kolonial atau tindakan kolutif antara 
keduanya.  
Adapun metode lain yang digunakan dalam melakukan perlawanan 
tercantum dalam tulisan Hafid (2001:43), ia kemudian melihat “Perlawanan 
petani pada tahun 1977, yang mana pada waktu itu petani melakukan unjuk 
rasa secara damai tanpa adanya korban dipihak petani”. Unjuk rasa 
kemudian dijadikan sebagai perjuangan melawan konspirasi kekuatan. Untuk 
mencitptakan hal tersebut dilakukan penggalangan massa yang dianggap 
sebagai kekuatan rill dan dijadikan sebagai alat penekan kepada pemerintah 
dan terutama lawan mereka. 
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Di Negara dunia ketiga para petani jarang mau mengambil konfrontasi 
langsung dengan pihak berwenang tentang pajak, pola-pola tanam, kebijakan 
pembangunan atau undang-undang baru yang memberatkan mereka malah 
lebih besar kemungkinan menggerogoti kebijakan-kebijakan demikian 
dengan cara tidak mau menerima permintaan, memperlambat kesepakatan 
pekerjaan dan penipuan. Sebagai pengganti invasi tanah, mereka lebih suka 
membuka tanah sekedarnya daripada mengadakan pemberontakan terbuka, 
mereka lebih suka melarikan diri daripada menyerang dan menjarah gudang-
gudang penyimpanan padi milik pemerintah ataupun swasta, mereka memilih 
jalan mencuri yang sedikit-sedikit.  
Teknik-teknik low-profile dengan demikian sangat cocok untuk struktur 
sosial kelas petani, suatu kelas yang bertaburan di wilayah pedesaan, tanpa 
organisasi formal dan paling siap untuk melakukan kampanye defensif 
menghabiskan tenaga lawan dengan gaya gerilya. Tindakan perorangan 
berupa melambatkan pekerjaandan mengelak, diperkuat dengan budaya 
perlawanan rakyat dan itu diperbanyak ribuan kali, pada akhirnya mungkin 
menjadikan kebijakan-kebijakan yang diimpi-impikan oleh calon atasan 
mereka jadi kacau balau. Sebagian besar dalam cara inilah kelas petani 
menyatakan kehadiran politisnya. Karena alasan-alasan ini penting sekali 
bagi kita memahami tumpukan kegiatan petani yang tenang dan anonim. 
Negera menjadi faktor penting terjadinya konflik agraria, karena 
perampasan tanah sudah menjadi rahasia umum di Negara ini. Hal ini juga 
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penting untuk diihat bahwa konflik agraria berlatar kepentingan poitik untuk 
mengakomodasi perkembangan ekonomi kapitalis. Sehingga perlawanan 
juga sarat akan kepentingan politis dari tokoh masyarakat.  
Konflik antara petani dengan PTPN XIV Persero ini telah diteliti oleh 
beberapa disiplin ilmu seperti Ahmad Taufik (2014) yang menggunakan 
perspektif sejarah, mengumpulkan sumber-sumber arsip, wawancara aktor 
yang terlibat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa:  
Dasar dari konflik agraria di era reformasi pada dasarnya tidak 
dapat dipisahkan dari perkembangan politik dan ekonomi yang 
pada gilirannya juga berdampak pada polarisasi politik dan 
ekonomi dalam masyarakat setempat. Kehadiran Barisan Tani 
Indonesia (BTI), praktik-praktik kebijakan land reform yang 
dikeluarkan oleh pemerintah, keterlibatan para bangsawan 
(Karaeng) yang memperoleh keuntungan bagi diri mereka 
dalam akuisisi lahan petani, diikuti dengan melonggarkan 
hubungan patron-klien antara Karaeng dan petani menjadi 
genealogi konflik agraria pada periode-periode berikutnya 
(Ahmad, 2014:145). 
Peneliti mengkaji konflik ini dari sisi sejarahnya sehingga peranan LSM 
pasca perpanjangan HGU seolah terabaikan. Berbeda lagi dengan penelitian 
skripsi yang dilakukan Ali (2016), ia kemudian meneliti konflik ini 
menggunakan perspektif hukum formal. Hasil penelitiannya menunjukkan 
bahwa: 
Pemanfaatan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Perkebunan 
Nusantara (PTPN) XIV di Takalar, tidak sepenuhnya dapat 
berjalan baik karena adanya beberapa gangguan seperti 
okupasi, dll. Selanjutnya, dalam pemanfaatan Hak Guna Usaha 
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(HGU) yang tidak sepenuhnya dimanfaatkan oleh PT. 
Perkebunan Nunsantara (PTPN) XIV karena beberapa faktor 
seperti dalam areal HGU PTPN XIV di Takalar terdapat sungai, 
bukit dan jalur alam dan siklus penanaman tebu yang bertahap 
menyisakan tanah yang belum sempat dimanfaatkan inilah 
memancing masyarakat untuk melakukan okupasi (Ali, 2016:v). 
Data yang diungkapkan dalam penelitian ini lebih mengarah pada hasil 
observasi kemudian dikaitkan dengan penerapan Undang-Undang Pokok 
Agraria Tahun 1960 disingkat UUPA, sehingga hasilnya hanya sekedar 
deskripsi singkat tentang suasana konflik yang ada.  
Pendekatan yang berbeda digunakan tidak mutlak hasilnya akan 
sama. Penelitian ini mengedepankan partisipasi aktif, yang mana metode ini 
belum digunakan sebelumnya, dengan latar disiplin Antropologi dalam 
mengkaji konflik petani ini, akan melihat nilai-nilai yang dimiliki petani, 
perlawanan sehari-hari dan berbagai bentuk ekspresi perlawanan yang 
dilakukan petani.  
C. Organisasi Sosial 
Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut 
sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinue, dan yang terikat oleh 
suatu rasa identitas bersama (Koentjaraningrat, 2009: 118). Dalam sebuah 
masyarakat, kelompok sosial memiliki peran penting dalam mengakomodir 
sebuah gerakan. Menurut Keesing (1981) bahwa “Kelompok sosial adalah 
sekumpulan individu yang mengadakan hubungan secara berulang-ulang 
dalam perangkat identitas yang bertalian (Keesing, 1981: 74)”. Kita dapat 
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melihat dari kedua konsep tersebut bahwa Masyarakat Polongbangkeng 
termasuk dalam bagian kelompok sosial. Ketika rasa identitas mereka 
dilanggar maka kelompok sosial akan turut menyelesaikan masalah, dan 
dalam menyelesaikan masalah, pengucilan bahkan kekerasan bisa terjadi. 
Teradinya sebuah konflik dalam masyarakat tidak lepas dari kehadiran 
sosok individu/kelompok sosial yang membawa misi tersendiri (kepentingan). 
Yang mana penulis menyebutnya sebagai Kelompok kepentingan. Dalam 
pengertian sosiologi adalah agen nyata dari konflik kelompok. Kelompok ini 
memiliki struktur, bentuk organisasi, anggota, dan program. Kelompok inilah 
yang kemudian akan terlibat langsung berdasarkan konflik yang terjadi.  
Masyarakat Polongbangkeng Utara umumnya merupakan masyarakat 
yang menggatungkan hidupnya dalam bidang pertanian. Di lain sisi mereka 
juga beternak lokal seperti sapi, kerbau, ayam, bebek, kambing dan kuda. 
Hasil pertanian dimanfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari 
sedangkan hasil peternakan dijadikan pemenuhan kebutuhan sekunder.  
Dalam falsafah hidup masyarakat Polongbangkeng, mereka menjunjung 
tinggi nilai siri’ (rasa malu) terhadap sesama manusia, Karena pengetahuan 
masyarakat masih berpegang teguh pada nilai-nilai budaya, maka ketika 
perusahaan Negara hadir merampas tanah mereka, ketika itu respon 
gerakan perlawanan juga hadir. 
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Dalam melakukan perlawanan pengorganisasian menjadi sangat 
penting dalam mewujudkan cita-cita bersama. Pengorganisasian masyarakat 
juga merupakan suatu proses dan membantu individu-individu maupun 
kelompok-kelompok yang dikembangkan untuk mencapai suatu kesatuan 
tujuan dan tindakan atau gerakan. Kolektivitas atau kebersamaan secara 
umum di kontrol oleh sistem organisasi. Namun tidak selamanya organisasi 
hadir secara organik, melainkan bisa dipicu adanya pihak pendamping 
hingga terciptanya kesatuan itu sendiri. 
Masyarakat Polongbangkeng Utara merupakan sebuah identitas 
tersendiri di sub struktur pemerintahan Kabupaten Takalar. Secara kultur 
kolektivitas dibangun di atas kekuatan masyarakat dan jumlah massa yang 
ada untuk memudahkan dalam melakukan perlawanan. Kenyataannya 
masyarakat ini justru tidak memiliki organisasi formal sebelum perpanjangan 
masa HGU.dan yang terlihat justru gerakan tidak terakomodir.  
Masyarakat hanya mengidentifikasi dirinya sebagai petani, yang 
berusaha mencari hak-haknya. Meskipun pada dasarnya bahwa gerakan 
massa menjanjikan sebuah harapan. Pengorganisasian masyarakat petani ini 
bertujuan untuk membangun dan memelihara struktur organisasi yang paling 
cocok, yang dapat memberikan pelayanan kebutuhan dan aspirasi rakyat. 
Struktur tersebut harus dapat menjamin terjadinya partisipasi yang optimal 
dari masyarakat, dan dalam waktu yang sama juga memberikan wadah 
untukdapat berhubungan dengan organisasi dan sektor-sektor lain.  
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Pengorganisasian masyarakat yang baik akan selalu mengarah 
kepada Empowerment (peng-kuasa-an) melalui proses pengorganisasian 
masyarakat, rakyat akan belajar bagaimana mereka mengatasi ketidak 
berdayaan (powerless) mereka, sekaligus mengembangkan kapasitas 
mereka untuk memaksimalkan kemampuan mereka dalam mengatasi 
masalah-masalah yang mereka hadapi dengan kemampuan mereka sendiri. 
Dalam proses menganalisis struktur dan lembaga­lembaga yang ‘menindas’ 
mereka, masyarakat akan berkembang dari sekedar obyek yang tidak 
manusiawi menjadi manusia seutuhnya yang sadar akan hak-haknya dan 






A. Jenis dan Tipe Penelitian 
Dalam memperoleh data yang relevan dengan tema penelitian, maka 
penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model deskriptif. Yaitu 
penelitian yang menggambarkan atau melukiskan situasi tertentu 
berdasarkan data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang 
ditetapkan dalam penelitian ini. 
B. Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian 
Lokasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Kecamatan Polongbangkeng 
Utara, Kabupaten Takalar.  Lokasi penelitian  ini   ditentukan  secara  
purpossive,  Hal  ini  berdasarkan  latar masalah dan letak perkebunan dan 
perusahaan serta petani yang bermukim di kecamatan ini. Adapun  waktu  
penelitian ini telah dilaksanakan  pada  bulan September 2015 dan 
berlangsung hingga Agutus 2016. 
C. Teknik Pengumpulan data 
Dalam memperoleh data yang relevan dengan topik penelitian 
dilakukan dengan tiga cara yaitu sebagai berikut; 
1. Wawancara  
28 
 
Wawancara tidak saja dilakukan secara formal, tetapi  juga 
wawancara secara bebas. Pada awalnya ketika memasuki lapangan, 
penulis menggunakan wawancara bebas. Hal ini dimaksudkan sebagai 
strategi pendekatan terhadap informan (rapport) selanjutnya 
wawancara individual dilakukan secara mendalam. Wawancara ini 
dilakukan ketika petani sedang tidak bekerja.  
Adapun topik-topik wawancara seperti; (1) Tanaman apa yang 
petani tanam di lahan sengketa; (2)  Apakah lahan itu juga ditanami 
oleh perusahaan; (3) Bagaimana pendapat petani terhadap 
perusahaan; (4) Apakah petani memiliki ternak; (5) Berapa banyak 
ternak yang petani miliki; (6) Apakah mereka tergabung dalam Serikat 
Tani Polongbangkeng; (7) Mengapa petani melakukan itu semua; (8) 
Solusi apa yang tepat untuk petani kedepannya, dan lain-lain. 
2. Observasi  
Observasi merupakan proses pengamatan terhadap suatu 
fenomena berkaitan dengan aktivitas suatu kelompok masyarakat. 
Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang, lokasi 
penggarapan kebun, lokasi tempat tinggal petani, waktu dan jam kerja, 
serta kondisi fisik lokasi penelitian.  
Pada kegiatan pertama penulis melakukan observasi dengan 
menggunakan motor, pada bulan September hingga Nopember 2015 
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yang terlihat hanya aktivitas beberapa orang yang merupakan 
karyawan perusahaan. Pada bulan Desember 2015 hingga Januari 
2016 petani sudah ramai mendatangi lahan kosong untuk 
menyemprotkan herbisida ke lahan kosong tersebut. Penulis 
memperhatikan rumah-rumah petani yang ukurannya sangat 
sederhana, sawah, kebun-kebun, perkebunan tebu yang tidak utuh 
petaknya, aktivitas petani yang menggunakan traktor sawah, dan 
masih banyak lagi aktivitas yang dilakukan petani. 
Penulis melakukan observasi tidak secara penuh setiap hari, 
adakalanya di pagi hari antara pukul 08.00 hingga 11.00, pukul 13.00 
hingga 15.30 sore, bahkan beberapa kali melakukan observasi pada 
pukul 17.00 hingga 18.00. Perbedaan waktu observasi akan 
memberikan hasil pengamatan yang berbeda-beda. Seperti, ketika 
pagi traktor sawah petani akan banyak melewati perkebunan tebu 
menuju lahan yang mereka akan garap. Siang hari jalan perkebunan 
akan sepi karena minimnya kendaraan yang lewat dikarenakan para 
petani sedang beristirahat siang. Sedangkan di sore hari jalan disekitar 
perkebunan akan kembali ramai karena para petani telah pulang dari 




Dokumentasi menjadi salah satu alternatif dalam mengeksplor hasil 
penelitian ini. Hasil wawancara dan observasi telah diabadikan dalam 
bentuk visual (rekaman, foto dan lain-lain). Yang mana ini akan 
membantu dalam proses penulisan laporan penelitian. Hal yang 
berkaitan dengan observasi lapangan, memang sedikit sensitif bagi 
petani terlebih lagi ketika membawa kamera memasuki daerah 
perkebunan. Penulis tidak bisa mengambil gambar yang lebih detail 
dikarenakan rata-rata informan wawancara nonformal tidak mau di 
foto. Bahkan wawancara dengan Daeng Tona juga tidak diisinkan 
sehingga hanya sebatas wawancara. 
Beberapa aktivitas petani mampu terekam dalam kamera seperti 
ketika panen hasil pertanian padi, perkebunan tebu, wijen, 
menambang batu dan berbagai aktivitas lainnya. Yang semuanya 
direkam sesuai dengan kebutuhan dan isin dari informan. 
D. Teknik dan Penentuan Informan 
Dalam penelitian ini, informan dipilih secara sengaja dalam hal ini 
adalah para petani, tidak hanya yang bersifat aktif  melakukan perlawanan 
melainkan juga yang pasif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan 
kunci dan informan biasa. Informan kunci  adalah orang yang dapat 
membaca kekurangan maupun kelebihan, mengenai informan biasa, kondisi 
lapangan, dan kebenaran yang diungkapkan para informan terkait masalah 
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penelitian. Informan kunci juga bisa merupakan orang yang ditokohkan oleh 
petani dalam komunitas mereka. Selain itu, memberikan informasi tentang 
petani dan bentuk perlawanan yang dilakukan serta aktivitasnya selama ini.  
Informan biasa adalah orang yang kesehariannya melakukan aktivitas 
di sekitar lahan perkebunan tebu, hal ini meliputi petani, sinder dan mandor 
kebun, dan pihak perusahaan. Adapun informan kunci dalam penelitian ini 
yaitu Daeng Tona, dan berbagai informan biasa terdapat dalam table di 
bawah ini;  
Tabel 1. Daftar informan  
No Nama Usia Pekerjaan Keterangan 
1 Daeng Jaya 45 tahun Petani Nama samaran 
2 Daeng Pajja 40 tahun Petani Nama samaran 
3 Daeng Raga 32 tahun Petani Nama samaran 
4 Daeng Liwang  42 tahun Petani Nama samaran 
5 Daeng Bella 50 tahun Mandor Nama samaran 
6 Razak 35 tahun Karyawan Nama samaran 
7 Vera 30 tahun Karyawan Nama samaran 
8 Daeng Jalling 37 tahun Anggota STP Nama samaran 
9 Daeng Tulu 35 tahun Anggota STP Nama samaran 
10 Daeng Baco 38 tahun Anggota STP Nama samaran 





75 tahun Petani Nama samaran 
13 Daeng Nawang 50 tahun Petani Nama samaran 
14 Daeng Sita 35 tahun Petani Nama samaran 
Dari table di atas menunjukkan perbedaan latar pekerjaan, dimana 
mereka sepakat untuk identitasnya dirahasiakan, sehingga nama informan 
disamarkan. Beberapa informan yang diambil dari wawancara formal dan 
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nonformal, yang di dalamnya berbicara mengenai bentuk-bentuk perlawanan, 
aktivitas petani dan berbagai persoalan yang berkaitan dengan topik 
penelitian.  
E. Analisis Data 
Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari 
berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang tertulis dalam catatan 
harian dilapangan, hasil observasi dan lain sebagainya untuk  meningkatkan 
pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai 
temuan bagi orang lain (Moleong, 2002). Dalam menganalisis data, 
diperlukan beberapa tahap yakni : 
1. Memilih-milih antara data yang menunjang dan tidak menunjang 
sesuai dengan fokus penelitian. Dalam hal ini peneliti 
mengumpulkan semua data yang diperoleh baik itu wawancara 
telah diperoleh selama berada dilapangan. 
2. Setelah itu peneliti melakukan pengelompokan jawaban. Mengacu 
pada fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, dengan 
cara seperti ini diharapkan akan mempermudah penarikan 
kesimpulan dan tidak dilakukan secara berulang-ulang. 
3. Menarik  kesimpulan. Dalam  hal  ini  peneliti  menarik kesimpulan  
yang diambil tentu saja berdasar pemahaman terhadap  data  yang  
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telah disajikan dan dibuat dalam pernyataan  singkat  dan  mudah  




GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
A. Letak Geografis 
Polongbangkeng merupakan wilayah yang terbagi atas dua 
kecamatan yaitu Kecamatan Polongbangkeng Utara (Polut) dan 
Polongbangkeng Selatan (Polsel). Penelitian ini memfokuskan pada 
Kecamatan Polut, hal ini dilakukan karena hampir seluruh wilayah kecamatan 
ini adalah wilayah perkebunan tebu.  Kecamatan Polongbangkeng Utara 
merupakan salah satu dari sembilan kecamatan di Kabupaten Takalar. Dari 
Sembilan kecamatan di Kabupaten Takalar, Polut merupakan kecamatan 
terluas dengan sekitar 37,47% dari seluruh wilayah Kabupaten Takalar. 
Kecamatan ini memiliki batas wilayah sebagai berikut: 
1. Sebelah Utara: Kecamatan Bajeng, Kab. Gowa. 
2. Sebelah Barat: Kecamatan Bontonompo, Kab. Gowa. 
3. Sebelah Selatan: Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kab. 
Takalar. 
4. Sebelah Timur: Kecamatan Biringbulu, Kab. Gowa 
Secara administrasi, kecamatan Polongbangkeng Utara memiliki 15 
desa/kelurahan yakni: Desa Barugaya, Desa Kampung Beru, Desa Ko’mara, 
Desa Lassang, Desa Malewang, Desa Manongkoki, Desa Massamaturu, 
Desa Mattopodalle, Kelurahan Parangluara, Desa Pa’rappunganta, 
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Kelurahan Palleko, Desa Panrannuangku, Desa Parangbaddo, Desa 
Timbuseng, dan Desa Towata.  
Berdasarkan data dari Serikat Tani Polongbangkeng (STP) bahwa ada 
banyak desa yang bergejolak pada tahun 2007, tepat dimana masa HGU 
perusahaan PTPN XIV jatuh tempo. Adapun desa yang melakukan 
perlawanan secara fisik pada 2007-sekarang yaitu Desa Timbuseng,  
Kelurahan Parangluara, Desa Masamaturu, Desa Moncong Komba, Desa 
Lantang, Desa Barugaya, Desa Kampung Beru, Desa Lassang, Desa 
Parangbaddo dan Desa Ko’mara. 
B. Jenis Tanah dan Luas Lahan Sengketa 
Adapun jenis tanah wilayah perkebunan ini adalah jenis tanah 
mediteran dan grumosol. Tanah mediteran merupakan hasil pelapukan 
batuan kapur keras dan batuan sedimen. Warna tanah ini berkisar antara 
merah sampai kecoklatan. Tanah mediteran banyak terdapat pada dasar-
dasar dolina dan merupakan tanah pertanian yang subur. Grumosol sendiri 
merupakan tanah dengan warna kelabu hingga hitam serta memiliki pH netral 
hingga alkalis. Jenis tanah ini terbentuk pada tempat-tempat yang tingginya 
tidak lebih dari 300 m di atas permukaan laut dengan topografi agak 
bergelombang hingga berbukit, dan temperatur rata-rata 25𝑜𝐶.  
Lahan yang menjadi sengketa saat ini berdasarkan data dari 
keterangan perpanjangan HGU seluas 7.200 ha. Menurut data Serikat Tani 
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Polongbangkeng sebanyak 802 petani yang mengklaim memiliki lahan di 
lahan sengketa yang tersebar di Sembilan desa. Sedangkan Berdasarkan 
hasil observasi hingga April 2016, Sebanyak sembilan desa terlihat turut 
memanfaatkan lahan yang dianggap miliknya. Aktivitas tersebut di dalamnya 
meliputi aktivitas pertanian, yang ditanami berbagai jenis tanaman yang 
mampu menopang ekonomi petani. Umumnya petani menanam padi sebagai 
tanaman pokok dan adapun tanaman selingan lainnya seperti wijen, ubi jalar, 
jagung, kacang panjang, kacang pendek dan berbagai sayur-mayur lainnya. 
Terkait data luas lahan sengketa, petani sendiri tidak mengetahui 
jumlah pastinya. Keterangan 7200 ha diperoleh dari hasil wawancara 
bersama anggota Serikat Tani Polongbangkeng. Data luas lahan dari pabrik 
gula sangat tertutupdan tidak diisinkan untuk di publish, sedangkan data luas 
lahan berdasarkan website PTPN XIV Persero, pihak perusahaan 
mengakumulasi secara keseluruhan dengan cabang lahan yang ada di 
Kabupaten Bone.  
C. Keadaan Penduduk  
Secara umum penduduk Kecamatan Polongbangkeng merupakan 
suku Makassar dengan bahasa daerahnya Bahasa Makassar, yang rata-rata 
berprofesi sebagai petani. Kecamatan ini memiliki satu kompleks perumahan 
yaitu perumahan pabrik gula, yang merupakan bentuk fasilitas bagi karyawan 
pabrik gula yang datang dari luar daerah. Perumahan ini secara administratif  
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terbagi menjadi tiga pemerintahan desa maupun kelurahan yaitu Kelurahan 
Parangluara, Desa Parangbaddo, dan Desa Pa’rappunganta. Perumahan ini 
sengaja dibagi ke beberapa desa, agar terjadi kolaborasi hidup bersama 
dengan masyarakat lokal sehingga meminimalisir terjadinya konflik.Terlebih 
lagi perumahan ini didirikan oleh perusahaan di atas lahan yang juga 
termasuk dalam HGU.  
Perumahan ini secara umum dihuni oleh kalangan pendatang yang 
merupakan suku Jawa.Sepanjang sejarah tidak pernah terjadi rekam konflik 
selama mereka menghuni perumahan yang berdiri di atas tanah sengketa. 
Penduduk lokal hidup tenteram berdampingan dengan kebudayaan baru, 
justru kalangan pendatang cepat menyesuaikan diri dengan belajar bahasa 
Makassar sehingga mereka juga diterima dengan tangan terbuka. 
Bertahun-bertahun mendiami lahan sengketa,penduduk perumahan 
pabrik gula justru semakin erat hubungan dengan masyarakat lokal.Terbukti 
dengan terjadinya pernikahan di antara kaum pemuda lokal dengan 
penduduk pendatang. Faktor lain yang melatarbelakangi kemudian yaitu 
anak-anak mereka telah berbaur, bersekolah bersama anak-anak 
masyarakat setempat sehingga terjalin interaksi diantara mereka. Sehingga 
konflik hebat yang terjadi pada tahun 2007-2009 tidak mengagetkan 
penduduk perumahan pabrik gula. Kebutuhan pokok penduduk perumahan 
justru diperoleh dari hasil pertanian penduduk sekitarnya, seperti kebutuhan 
beras yang mereka aksesdi toko-toko yang ada di desanya. 
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Di sisi lain, mereka yang bekerja sebagai Mandor kebun, Bagian 
Keamanan, Buruh kasar, dan sebagainya merupakan penduduk asli di Polut. 
Ketika bergejolak konflik tahun 2007 hingga 2009 mereka justru sebagian ikut 
dan turut bersama massa untuk bergerak menentang PTPN XIV Persero. 
Namun setelah mengatahui kemenangan perpanjangan dari HGU, para 
pekerja tadi kembali kepihak perusahaan. Terjadi ketakutan kehilangan 
pendapatan ekonomi dari pihak pekerja tersebut, sehingga mereka memilih 
untuk bersekutu dengan lawan. 
Pihak perusahaan juga memiliki fasilitas bangsal yang disediakan bagi 
para penebang tebu dari luar daerah seperti Je’neponto, Bulukumba bahkan 
dari pulau Jawa. Mereka akan tinggal selama kurang lebih tiga bulan (jangka 
waktu penggililangan tebu) di Bangsal yang berbatasan dengan Desa 
Parangbaddo, Massamaturu dan Timbuseng. Sehingga terjadi persaingan 
antara masyarakat lokal dengan penebang pendatang. Meski pekerjaan itu 
merupakan pekerjaan musiman namun selalu ramai di bangsal yang mampu 
menampung 500 pekerja. 
Masyarakat Polut sangat terbuka dengan masyarakat lain, namun 
karena yang berlangsung hampir bertahun-tahun pekerja pendatang kini tidak 
lagi memadati bangsal yang tersedia. Berbagai faktor yang menyebabkannya 
salah satunya konflik yang berkepanjangan, sehingga tebu yang ingin di 
tebang juga tidak menjanjikan dapat mencapai target penghasilan mereka. 
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Di sisi lain, masyarakat bekerja sebagai petani, sebagian juga 
memelihara ternak (Sapi, kerbau, kuda, dan kambing). Seiring dengan 
kemajuan pendidikan, generasi muda masyarakat telah banyak mengenyam 
pendidikan hingga tamat SMA. Selain bertani, penduduk Polut  juga terdiri 
dari kalangan PNS, Wiraswasta, dan profesi lainnya. Rumah penduduk lokal 
kebanyakan terbuat dari rumah panggung, namun belakangan rumah 
panggung mulai ditinggalkan. Masyarakat sudah melirik pembuatan rumah 
permanen seperti rumah batu. 
Kondisi sarana seperti jalan disekitar pabrik gula tidak dibangun 
dengan baik, namun tersedia jembatan yang kokoh untuk menghubungkan 
masyarakat desa. Hampir setiap kepala rumah tangga memiliki kendaraan 
pribadi seperti motor. Yang merupakan transportasi yang digunakan ketika 
mereka melakukan aktivitas hariannya. Beberapa ciri penting dari masyarakat 
Polongbangkeng yang umum dilakukan para laki-laki adalah dengan 
mengenakan badik yang ditaruh di sisi pinggang kanan maupun kirinya. jika 
tidak ada badik biasanya juga berselempang parang. Yang sewaktu-waktu 
dapat digunakan ketika  sedang berkebun maupun digunakan untuk 
melindungi diri. 
Sebagai daerah berkonflik, Polut tidak begitu asing dimata media baik 
lokal maupun internasional. Lahan yang menjadi konflik telah berkali-kali 
menjadi arena balapan rally sport competition yang menarik peminat 
olahraga balapan. April tahun 2015 menjadi saksi di mulainya rally sport, 
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lahan sengketa menjadi arena kompetisi setelah hampir empat tahun tidak 
dipijak oleh ban mobil sport. Suara letupan knalpot yang meramaikan 
perkebunan tebu melewati jalan-jalan yang penuh tantangan. Sebagai salah 
satu sponsor PTPN XIV telah berhasil menarik perhatian publik dengan 
mengubah stigma konflik menjadi arena kompetisi bergengsi. Hampir setiap 
hari selama seminggunya berita kompetisi bergengsi ini meramaikan rubrik 
media cetak maupun media online. Meski dalam situasi konflik dingin 
masyarakat dengan perusahaan namun acara itu sukses dilaksanakan tanpa 
adanya kerusuhan. 
D. Kepemilikan Pabrik Gula 
Sejak tahun 1960 sebagian besar petani telah terdaftar sebagai 
pembayar pajak. Hingga 1978 PT. Madu Baru Perusahaan Agribisnis milik 
Hamengkubuwono membebaskan lahan dengan ganti rugi sebesar Rp.10,-
/M². Pada tahun 1980 PT. Madu Baru mundur dan masyarakat setempat pun 
mendapatkan pengakuan hak dari pemerintah setempat sebagai legitimasi 
atas kepemilikan tanah masyarakat.  
Akhirnya angin baru mulai muncul pada awal 1980-an, kalaborasi 
perusahaan negara dan swasta terbangun memberikan harapan besar akan 
kemajuan desa. Lewat perjanjian 25 tahun sewa tanah antara dua 
perusahaan ini. Akan tetapi, pada saat Perusahaan Negara muncul 1980 
dibentuk panitia Sembilan yang digunakan DPRD dari berbagai ahli dalam 
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masalah agraria, politik dan sosial. Hal ini untuk meneliti sekaligus sosialisasi 
dalam pembentukan perusahaan pemerintah, dalam hal ini pula surat 
pelepasan hak tanah bagi warga yang menggarap tanah P2 ini dikeluarkan 
lewat SK Bupati Tingkat II Takalar Tahun 1980 dengan ditetapkan secara 
sepihak nilai ganti rugi pembebasan lahan untuk masyarakat demi 
berproduksinya dengan PTP XXIV-XXV.  
Karaeng Tembak dan Kareng Tola sebagai saksi dalam pelepasan ini 
dari PTP XXIV-XXV ke Kepala desa Pa’rampunganta tapi dalam proses 
pembagiannya ke masyarakat penggarap hanya mendapat ± 70% dari uang 
ganti rugi pembebasan (disinyalir ada KKN dalam proses pelepasan tanah) 
hingga menimbulkan protes dan penolakan besar-besaran dari warga. Warga 
setempat hanya menerima ganti rugi lahan sebesar Rp. 60,- /M2. 
Tahun 1982 peletakan batu pertama pabrik gula milik pemerintah mulai 
dibangun dengan nama PTP XXIV-XXV. Proses pembangunan pun berjalan 
lancar sampai pada tahun 3 Mei 1984 produksi pertama Pabrik gula PTP 
XXIV-XXV dilancarkan di sekitar dalam negeri lewat DOLOG. Sampai pada 
tahun 1985-1986 kejayaan PTP XXIV-XXV dalam catatan sejarahnya 
mencapai puncak dengan produksi impor sampai di Jepang dan sebagian 
Negara Asia Tenggara. Akhirnya, tahun 1987 lewat pengaruh politik di 
Parlemen tentang tender akan proyek Pabrik gula ini maka PTP XXIV-XXVdi 
gantikan dengan PTP XXXII selama 13 tahun. Perusahaan swasta gabungan 
dengan perusahaan milik Negara ini tidak mengalami hal yang mencolok. 
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Tepatnya tahun 2000 perusahaan ini digantikan lagi lewat fighting tender 
di pemerintahan oleh PTPN XIV sampai tahun 2008. PTPN XIV mengalami 
kegagalan berlanjut income menurun masyarakat mulai resah akan 
pendapatannya di samping itu pula, manajemen yang buruk akan 
pembayaran upah dan bantuan-bantuan pada masyarakat sekitar yang 
mengindikasikan adanya KKN di dalam Perusahaan gula ini. Maka PTPN XIV 
mulai membuka jalur pada perusahaan swasta lain untuk menanamkan 
sahamnya PT. Rajawali mulai mengambil alih dengan kontrak 5 tahun dimulai 





HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Faktor-faktor terjadinya Konflik 
Dalam menganilisis terjadinya konflik perlu kita melihat faktor-faktor 
yang mempengaruhinya, karena konflik tidak selamanya seperti apa yang 
nampak. Sehingga jika kita ingin melihat secara umum hal-hal yang 
menyebabkan terjadinya konflik yaitu, karena adanya perbedaan individu, 
budaya, kepentingan, dan perubahan sosial. Faktor tersebut bersifat 
universal dalam arena kajian konflik, melihat bahwa konflik sangat beragam 
terjadi di dalam masyarakat majemuk. 
Konflik antara petani dengan pihak perusahaan tentu memiliki banyak 
faktor, baik yang nampak maupun tidak. Hal ini kemudian terjadi karena di 
dalamnya tidak sedikit yang mempengaruhi diberbagai lapisan sosial. Konflik 
petani di Polongbangkeng Utara terjadi secara berangsur-angsur dan 
fluktuatif. Meskipun perlawanan besar-besarannya telah terjadi di tahun 2007 
hingga 2009, dan kembali ramai di tahun 2014. Namun aksi perlawanan itu 
akan terus muncul seiring dengan tekanan dan tidak terakomodirnya 
masyarakat. Dalam mendeskripsikan hal tersebut hal ini bisa kita temukan 
dalam peran provokasi dari NGO (Non Government Organization) kepada 
petani, kepentingan baik ekonomi maupun politik dari masyarakat maupun 
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pemerintah setempat. Adapun penjabaran dari faktor-faktor terjadinya 
perlawanan petani sebagai berikut: 
1. Provokasi dari NGO (Non Government Organization) 
Sejak isu konflik agraria mencuat di Indonesia, tidak lepas dari kontrol 
NGO yang ada di sekitar lokasi sengketa. Petani Polongbangkeng yang 
berlatar belakang pendidikan rendah tidak begitu saja berjuang dengan 
sendirinya. Faktor pendorong dari peran NGO sangatlah kuat, dimana awal 
mulanya petani di tahun 2005 hanya bersikap pasif menanggapi habisnya 
masa HGU perusahaan, namun mencuat ramai di tahun 2007 hingga 2009 
dan 2014. 
Petani mendapat bantuan dari beberapa NGO seperti Wahana 
Lingkungan Hidup (Walhi), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, 
perkumpulan mahasiswa, dan Aliansi Gerakan Reformasi Agraria (AGRA), 
Lembaga Bantuan Hukum Makassar, Kontras dan beberapa organisasi 
lainnya. NGO ini bersama-sama memperjuangkan lahan yang dianggap 
sebagai milik petani. 
Mereka mendidik petani yang tidak pernah tahu berserikat, memberi 
pemahaman, menciptakan kesadaran bersama untuk mengerti hukum.  Hal 
ini direspon oleh seorang petani, “Saya belajar bersama petani lain dan 
sekarang saya dan teman-teman tahu, jika setiap orang berhak berkumpul 
bersama dan memperjuangkan tanahnya” kata Daeng Jalling (37 tahun). 
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Petani tidak mengerti tentang peraturan dan cara menggali hak mereka 
melalui aturan konstitusi. Namun peran NGO menyadarkan mereka tentang 
kondisinya. 
Hasil dari pendampingan yang dilakukan melahirkan Serikat Tani 
Polongbangkeng (STP) yang semakin menguatkan pergerakan perlawanan 
petani. Melalui serikat ini, secara perlahan para petani anggota STP mulai 
terdidik, mendapatkan pengetahuan secara luas, membuka akses 
komunikasi dan informasi dengan Organisasi petani di daerah lain, dan yang 
paling penting adalah memperoleh kesadaran politik.   
Adapun landasan hukum yang membuat NGO dan Petani terus 
melakukan perlawanan tercantum dalam pasal 28H ayat 4 UUD 1945 yang 
berbunyi “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik 
tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”. 
NGO yang mendapingi petani menganggap bahwa pihak perusahaan telah 
melakukan perpanjangan HGU secara sepihak tanpa persetujuan para 
petani. Selain itu para NGO juga merujuk pada isi pasal 33 ayat 3 UUD 1945 
bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 
oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk memakmurkan 
rakyat”. Sedangkan para NGO melihatnya masyarakat yang ada di sekitar 
perusahaan justru banyak merantau keluar daerah karena tidak difasilitasi 
oleh pekerjaan yang memadai. 
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Hal-hal yang dilakukan oleh NGO ini adalah dengan mendatangi tokoh 
berpengaruh dari kelompok petani di Polongbangkeng Utara, salah satu di 
antaranya yaitu Abdul Hamid (Ketua STP saat ini). Para NGO memulai 
dengan membuka diskusi dengan beberapa orang petani, kemudian 
berkembang semakin banyak anggotanya. 
 
Sumber: http://lbhmakassar.org/   
Gambar 1. Diskusi Petani dengan LBH dan AGRA 
Hadirnya diskusi ini sebagai tempat petani memberikan pendapatnya 
terhadap apa yang mereka hadapi. Menggelar sekali diskusi bisa 
mendatangkan beberapa perwakilan petani yang tersebar dari beberapa 
desa yang ada di Kecamatan Polongbangkeng Utara. Sehingga pihak NGO 
tidak kesulitan untuk mengumpulkan massa. Keterlibatan NGO tidak hanya 
sekedar diskusi semata, justru anggota dari NGO ini turun bersama Petani 
melakukan aksi melawan Polisi, TNI  yang berpihak pada perusahaan. 
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Bahkan beberapa kali STP dan beberapa NGO menggelar acara makan 
bersama ketika panen padi telah selesai, menikmati hasil klaim tanah. 
Keberhasilan dalam upaya Legitimasi hanyalah kemenangan-
kemenangan kecil, dan kemenangan sesungguhnya adalah ketika Petani 
sudah memiliki kesadaran hukum kritis, mandiri secara politik, ekonomi dan 
sosial, itulah yang diharapkan oleh para NGO. Meskipun hal tersebut terjadi, 
para NGO selalu siap membantu gerakan yang akan dilakukan oleh STP. 
 
Sumber: www.mongabay.co.id  
Gambar 2. Aksi perlawanan petani 
Masuknya NGO terutama LBH Makassar mendampingi Petani untuk 
memperjuangkan hak petani dalam mendapatkan kembali hak atas tanah. 
Dimulai dengan pengorganisasian, penyadaran petani secara politik maupun 
hukum kritis sampai dengan upaya-upaya reclaiming, serta perjuangan untuk 
mendapatkan legalitas kepemilikan tanah oleh petani. Yang paling penting 
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adalah, petani tetap menjadi aktor utama dalam perjuangan merebut kembali 
hak atas tanah.  
Namun, di tengah-tengah meningkatnya situasi konflik yang sudah 
mengakibatkan beberapa korban kriminalisasi, para NGO terus melakukan 
pendampingan terhadap korban kriminalisasi. Hal ini dilakukan untuk tetap 
menjaga semangat dan psikologi perlawanan petani. Selain itu, NGO juga 
sangat berperan untuk penyusunan rencana bersifat taktis maupun strategis. 
Advokasi non-litigasi menjadi prioritas kerja utama.  
Sejalan dengan pendapat Daeng Tulu bahwa pada masa tahun 2009, 
kelompok Brimob menyisir desa-desa untuk mencari siapa saja yang 
tergabung dalam kelompok massa brutal. Sehingga untuk berembuk 
bersama sangatlah sulit, beruntungnya berbagai bantuan dari NGO hadir 
untuk membantu dan mengawal berdirinya STP. 
“Selama ini kami dibantu oleh banyak lembaga, seperti WALHI, 
LBH, AGGRA, BEM Mahasiswa di Makassar dan masih banyak 
lagi dari mahasiswa. Mereka ini membantu kami, memberikan 
masukan untuk mendirikan organisasi formal ini dan hingga 
akhirnya STP sangat ditakuti oleh pihak pemerintah dan 
perusahaan (Daeng Tulu, 43 tahun)” 
Peranan organisasi NGO dalam mendukung perlawanan massa ini 
sangat terlihat. Daeng Tulu menegaskan peran mereka sangat berpengaruh, 
di dalamnya, apalagi ketika para anggota STP tertangkap oleh kelompok 
Brimob dan dipenjara. LBH merupakan salah satu NGO yang terus 
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membantu para petani, mulai dari pemeriksaan, persidangan hingga para 
anggota STP lepas dari tahanan. 
Ini yang sering bantu kita… ada Walhi, Agra, LBH, itu yang LBH 
yang paling anu itu, ada sekitar 20 orang dampingi waktu ada 
yang ditangkap itu, selalu ada kalau ada masalah, masih kordinasi 
juga sampai sekarang.  Dari mahasiswa juga sering, BEM, Bem 
mahasiswa (Daeng Tulu, 35 tahun) 
Tentunya bantuan dari kalangan intelektual akan semakin menambah 
khasanah dari petani. Mereka mulai paham masalah pergerakan, hingga 
mereka sadar bahwa gerakan politik baik dari pihak perusahaan maupun 
pemerintah mulai menarik para anggota STP. Sebelum berdirinya STP, 
berbagai pendekatan mulai mengikis gerakan kolektif itu.  Anggota massa 
yang awalnya 1000-an orang kini tersisa 280 orang. Awalnya yang tergabung 
sebanyak dua kecamatan dengan total 12 desa kini tinggal 9 desa dan yang 
berjuang sendiri.  
Penyebab banyaknya anggota massa yang hilang tergerus ombak 
dikarenakan banyaknya tawaran yang menghampiri petani. Tawaran yang 
menggiurkan meliputi tawaran kerja sama untuk mengelolah lahan 
perkebunan dengan tanaman tebu. Ada juga yang tiba-tiba dijadikan anggota 
bagian keamanan lahan padahal sebelumnya orang tersebut hanyalah petani 
biasa. Mereka yang tergabung dalam kerja sama lahan perkebunan memiliki 
istilah tersendiri yaitu Kapoktan (Kerjasama Kelompok Tani). NGO melihat 
bahwa ini bagian dari hegemoni perusahaan terhadap petani yang harus 
dilawan dan mempertahankan anggota STP agar tetap utuh. 
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2. Kepentingan ekonomi dan politik 
Petani Polut kini tidak seperti di tahun 1970-an, yang mana mereka 
hanya terdiri dari beberapa orang dalam satu keluarga, tinggal bersama 
keluarga kecilnya dan bekerja sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Lahan yang berhektar-hektar tidak berpengaruh bagi kebutuhan ekonomi 
keluarga. Semuanya berubah ketika puluhan tahun sesudahnya, dimana 
anak-anak mereka kini telah memiliki keluarga masing-masing dan mereka 
harus bergantung pada aktivitas pertanian. Sedangkan lahan yang selama ini 
menjadi lahan bertani, hasilnya sudah tidak mencukupi.  
Kebutuhan yang setiap hari semakin meningkat membuat petani 
berpikir rasional akan memenuhi kebutuhannya. Banyak faktor yang 
mempengaruhi seperti doe panaik (uang hadiah dalam pernikahan suku 
bugis-makassar), sunrang (Mahar) yang biasanya dalam bentuk sawah. 
Sehingga sawah yang dulunya menjadi tempat bertani harus dibagi untuk 
memenuhi kewajiban itu. Penyempitan status kepemilikan lahan terus terjadi 
seiring dengan terjadi pernikahan dalam keluarga mereka. Budaya sangat 
mempengaruhi pertumbuhan penduduk dan perubahan pada tatanan 
kepemilikan lahan (bukan sengketa) sehingga  inilah yang membuat petani 
begitu berusaha untuk mengambil kembali lahan. 
Merasa ditipu dan tidak adil bagi petani setidaknya memberikan efek 
yang sangat berpengaruh bagi perusahaan. Mengambil kembali lahan tidak 
51 
 
mudah begitu saja, ada berbagai cara dan tahap yang telah petani lakukan 
untuk bisa bertahan. Berdasarkan hasil observasi berkaitan dengan legitimasi 
lahan yang beralasan ekonomi dapat dilihat dari percakapan dengan Daeng 
Jaya (45 tahun) bahwa, 
“Ammalli juku, gabaji… abbayara inrang gabaji… senggaba 
nitimbang punna eroki doe’, kamaeki langngangle doe’ punna 
tena ninjama katte, asepa nittalasa”. Artinya “beli ikan, 
gabah…bayar utang, gabah… serba gabah yang dijual jika 
butuh uang, dimana kita ambil uang kalau kita tidak bekerja, 
padi kita hidup”. 
Karena kekuatan ekonomi keluarga bergantung pada hasil pertanian 
padi, maka mereka akan mengupayakan untuk mendapatkan lahan. Padi 
memang menjadi investasi yang sangat berpengaruh bagi petani. Dari 
penghasilan pertanian itu mereka memenuhi segala kebutuhannya. Fakta lain 
kemudian kita temukan ketika situasi di lapangan bahwa banyak petani justru 
mendapatkan banyak hasil pertanian padi di lahan kosong. Mereka yang 
sudah terbiasa mendapatkan hasil yang banyak terlihat sangat menikmati 
hasil pertaniannya sehingga tidak jarang dari mereka berusaha untuk tetap 
bertani di lahan yang sama. Sedangkan mereka yang penghasilannya sedikit 
berupaya untuk memperoleh hasil pertanian yang banyak melalui perluasan 
legitimasi lahan. Padahal pihak perusahaan telah memberikan peringatan 
terhadap petani yang sudah menanami lahan kosong. 
“Ih… kamaeki langrasa ase sikarong punna tena nitanangngi… 
ka sikeddeji poeng nitanangngi nampa ero niola?... edd paikna 
tallasaka, apa tanassuki punna sikeddeji nitanangngi eroki 
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poeng nilamungi takbu”. Artinya, “ih… dimana kita memperoleh 
gabah sekarung jika tidak menanam… kan cuman sedikit yang 
kita tanami masa mau diolah?... edd pahitnya hidup, kenapa 
kita marah karena cuman sedikit yang kita tanamai mau lagi 
ditanami tebu” (Daeng Jaya, 45 tahun). 
Daeng Jaya telah memikirkan bagaimana caranya agar ia tetap bisa 
menanam dikarenakan lahan yang tidak ada. Meskipun harus melawan 
perusahaan. Karena kebiasaan bertani dengan penghasilan utama dari 
pertanian sehingga sebagian petani sangat bergantung terhadap lahan yang 
ada. Dengan mendapatkan lahan garap di perkebunan tebu artinya mereka 
akan memperoleh keuntungan tambahan dan mereka bisa memenuhi 
kebutuhan sekundernya seperti membeli, lemari, motor, handphone, bahkan 
membangun rumah. 
“Iyo… anne lamari ballakku, hape, seng balli gabaji nipaballi, iya 
tomminjo nacini mata. Anjo tipiku balli tiboang la’bu, seng 
lamung-lamung jinjo… punna gaji a’lamung takbu tena ningrasa 
ammali apa-apa… “ Artinya “iya… ini lemari rumahku, 
handphone, semuanya hasil jualan gabah, itu bisa dilihat. itu 
televisiku hasil jualan kacang panjang, semua hasil bercocok 
tanam… kalau cuma gaji menanam tebu” (Daeng Jaya, 45 
tahun). 
Bertani dianggap lebih menguntungkan dibandingkan bekerja sebagai 
buruh di perusahaan. Petani membandingkan hasil pertanian yang lebih 
banyak dibandingkan dengan gaji harian. Meskipun demikian petani terus 
berupaya untuk bisa tetap rukun berdampingan dengan tanaman tebu. 
Kecuali dalam keadaan dimana pihak perusahaan berusaha mengolah lahan 
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yang diatasnya telah ditanami oleh petani. Maka kondisi ini akan memaksa 
terjadinya konflik fisik diantara keduanya. 
Di sisi lain, Perusahaan hadir di Polut tidak berdiri begitu saja, 
diharapkan dengan kehadirannya mampu mensejahterahkan petani. Namun 
faktanya justru keinginan petani tidak sejalan dengan keinginan perusahaan. 
Masyarakat yang dulunya bekerja sebagai buruh kasar mulai sepi karena 
perusahaan sendiri mendatangkan pekerja dari daerah lain sehingga muncul 
persaingan kerja di kalangan masyarakat pendatang dan masyarakat lokal. 
Banyak masyarakat yang memilih bekerja sebagai buruh pabrik 
musiman maupun pegawai tetap. Ada juga yang memilih untuk tidak 
mendekat dengan pihak perusahaan bahkan lebih memilih bergerak 
sembunyi dan pasif terhadap pihak luar. Hal ini akan dibahas dibagian 
selanjutnya berkaitan dengan bentuk-bentuk perlawanan petani. Namun dari 
sekian banyak aktivitas petani, faktor ekonomi menjadi sangat menentukan 
alasan petani untuk terus bergerak dalam melakukan perlawanan. Kebutuhan 
dasar mereka telah diupayakan agar dapat terpenuhi, jika sudah terpenuhi 
maka kebutuhan sekunder menjadi penting ketika pertanian berhasil. Hal ini 
terjadi karena petani juga hidup untuk memenuhi eksistensi gaya hidupnya.  




Adanya gerakan kolektif bisa hadir dengan inisiatif tersendiri dalam 
suatu kelompok, namun dari gerakan kolektif itu merujuk pada cita-cita 
bersama. Menjadi menarik jika melihat peranan kelompok dalam mewujudkan 
visi mereka. Pendidikan petani Polut saat ini telah berubah, dimana tingkat 
pendidikan sudah sangat berkembang dibandingkan generasi yang hidup di 
tahun 1970-an. Hal ini menjadi tolok ukur hadirnya perusahaan di Polut 
karena tidak pahamnya petani terhadap dampak yang akan ditimbulkan dari 
perusahaan di masa yang akan datang. Petani saat ini mengerti akan 
berbagai kemungkinan yang bisa mereka lakukan untuk mendapatkan 
haknya. 
Perubahan ini dapat kita temui dari sektor pertanian, yang mana dalam 
bertani petani kini tidak lagi perlu menggunakan sapi atau kerbau dalam 
mengolah lahan. Mereka sudah mandiri memiliki traktor sawah yang hampir 
dimiliki oleh setiap keluarga. Sehingga ketika mereka ingin mengolah lahan 
kosong di perkebunan tebu akan lebih mudah. Perkembangan teknologi 
herbisida juga turut mempengaruhi metode pertanian, yang mana mereka 
yang tidak ingin bersusah payah dalam mengolah lahan cukup menggunakan 
herbisida untuk mematikan rumput, agar bisa menanami lahan yang 
dianggap miliknya. 
Pendidikan yang semakin membaik turut mempengaruhi gaya 
berbicara pada petani. Mereka yang lahir sesudah tahun 1980-an cenderung 
mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan lancar sehingga 
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memudahkan mereka mengerti interaksi dengan pihak luar. Tidak hanya 
bidang pendidikan, bantuan hukum saat ini sangat terbuka bagi masyarakat, 
berbeda dengan kondisi Indonesia di tahun 1970-an. Hadirnya berbagai 
lembaga seperti LBH (Lembaga Bantuan Hukum), AGRA (Asosiasi Gerakan 
Reformasi Agraria) dan organisasi-organisasi yang turut menguatkan 
pergerakan masyarakat. Bahkan di saat bentrokan aksi fisik di tahun 2014, 
LSM ini juga ikut terlibat. 
 LBH dan mahasiswa datang bantu kita di sini waktu baru-baru 
ini… kalau ada masalah, butuh bantuan kami tinggal telpon. 
Mereka siap selalu bantu kita… e kan mereka memang selalu 
bantu kita bahkan waktu saya ditangkap polisi, LBH selalu 
dampingi (Daeng Baco, 38 tahun). 
Era demokrasi telah memberikan peluang besar bagi kalangan 
lembaga untuk turut mengisi ruang-ruang keadilan bagi petani. Gerakan 
kelompok semakin kuat ketika mendapat dukungan dari LSM. Dari ruang 
kolaborasi tersebut tersimpan inisial Si B yang merupakan salah anggota 
DPRD Kab. Takalar yang memiliki pengaruh dalam melumpuhkan 
pergerakan petani tahun 2009 hingga saat ini. Kebencian kelompok sosial 
terus terakumulasi melalui ejekan yang dilontarkan pada Si B. 
Si B dianggap sebagai latar provokator untuk melawan petani, 
bahkanSi B dianggap memiliki lahan yang luas atas perusahaan ini, namun 
karena pengaruhnya di level pemerintahan sehingga Serikat Tani 
Polongbangkeng (STP) sangat sulit mencapai target perjuangannya. Pihak 
STP sangat percaya dengan Bupati Takalar karena pada awalnya Bupati 
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telah mengusahakan 1000 ha lahan untuk diolah petani namun yang di 
setujui oleh pihak perusahaan hanya 125 ha, ini pun dikarenakan adanya 
pengaruh kepentingan politik dari Si B. 
Tapi kalau di Takalar… yang paling jelek ini sebenarnya, itu yang 
paling pangrakus, jadi nda bisa dipercaya sekali, karena inimi ini 
yang haling-halangi sebenarnya. Sebenarnya dia itu kan anggota 
dewan. Setelah ada kesepakatan dari pemerintah dia yang anu 
sebenarnya ini. Artinya dia kalau diberikan kepada petani artinya 
berkurang punyanya dia, itu kan begitu prinsipnya, sebenarnya di 
wakil rakyat dia, setelah ada kesepakatan dari pemerintah, dia 
yang mengusung itu, bagaimana itu tolong diselesaikan itu, 
sebenarnya kan wakil masyarakat dia, tapi diam dia… karena ada 
kepentingan di dalamnya itu, kalau diberikan kepada masyarakat 
artinya berkurang dia punya bagian, itumi makanya rakus ini. 
(sambil menunjuk foto Si B). 
Berdasarkan percakapan bebas dengan beberapa orang tua, bahwa 
Si B ini adalah keturunan Karaeng yang berpengaruh di masa penjajahan. 
Karaeng yang banyak mengakui banyak memiliki tanah, sedangkan petani 
tidak membenarkan hal tersebut. Kepercayaan petani terhadap keturunan 
Karaeng semakin hilang akibat dari pengaruh Si B ini. Hingga saat ini petani 
sudah tidak terpaku dengan sosok pemimpin yang keturunan karaeng, 
bahkan sangat memungkinkan sosok keturunan Daeng untuk bisa 
memperoleh dukungan yang lebih. 
B. Pengorganisasian Petani dalam Melawan 
Peran NGO dalam memicu perlawanan di kalangan petani sangat 
menentukan bagaimana hasil dari pendampingannya. Perlawanan ini akan 
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semakin berpengaruh jika diawali oleh gerakan sebuah kelompok. Kelompok 
yang baik secara nonformal maupun formal diakui oleh pemerintah (legal). 
Satu-satunya kelompok formal yang hingga saat ini terus melakukan 
perlawanan adalah Serikat Tani Polongbangkeng (STP). Selain itu, 
pergerakan kelompok nonformal datang dari petani berdasarkan ruang 
kekerabatan. Adapun penjabarannya sebagai berikut: 
1. Serikat Tani Polongbangkeng (STP)   
Pada tahun 2007 merupakan awal dari adanya pergolakan kolektif dari 
petani yang merupakan cikal bakal berdirinya sebuah organisasi yang 
digagas oleh para NGO bersama petani. Awalnya mereka dikenal dengan 
nama massa brutal. Massa yang siap bertempur tanpa adanya ikatan 
organisasi yang mendorongnya. Mereka bergerak tanpa pengorganisasian 
yang jelas, dimana ketika mereka rapat persiapan demostrasi para petani 
sangat antusias dan menghindari bentrokan fisik, sedangkan ketika di 
lapangan justru mereka sangat anarkis bahkan melakukan berbagai tindakan 
kekerasan.  
“Ketika kami rapat sebelum melakukan aksi, terkadang 
kesepakatan sudah ada, namun ketika di lapangan, pergerakan 
justru sangat tidak sesuai dengan rencana sebelumnya. Para 
petani justru bergerak dengan kekerasan fisik. Intinya mereka 
melawan (Daeng Tona, 45 tahun)”. 
Dari gerakan yang seperti ini seringkali bentrokan fisik antara petani 
dengan Brimob yang bertugas sebagai pengawal dari perusahaan ini. 
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Bahkan staf perusahaan mengaku bahwa salah satu supir traktor pingsan 
terkena lemparan batu di saat menjalankan tugas mengolah lahan yang pada 
saat itu situasi sudah mulai memanas. 
“itu supir traktor kasian, berdarah-darah mukanya, untungnya itu 
waktunya di kepung massa, masih bisaji na bawa traktornya. Tapi 
pas sampai di luarnya pabrik, itu bapak pingsan kasian. Untung 
ada brimob segera datang amankan situasi andaikan tidak ada, 
huu… mati itu supir” (Razak, 35 tahun) 
Konflik laten yang telah lama terpendam akhirnya meluap, namun 
luapannya justru lupa bahwa ada hal yang membahayakan nyawa orang lain, 
yang mungkin hanya sekedar menjalankan tugas. Sifat kolektif yang 
terbangun atas rasa solidaritas yang menguat, seolah semakin menggorogoti 
kelompok yang merenggut hak mereka. Tidak memandang jenis kelamin, 
jabatan, siapapun itu jika bermaksud membela pihak lawan maka akan 
menjadi santapan empuk bagi kelompok yang tidak terkendali. Hal ini senada 
dengan pendapat dari salah satu anggota STP. 
“Sebelum adanya STP, apalagi di tahun 2007 sampai 2008 kalau 
ada demo, aii.. biar siapa kalau di dapat di lahan di hajar ji. Siapa 
suruh ada aktivitas na jelas-jelas masyarakat sedang marah-
marahnya. Wih massa kalau bukanji lagi orang polongbangkeng 
aii.. accerakko nummotere’ (Berdarah pulang), ammantanna 
matenna (Kalau tinggal mati). Parang orang na bawa…” (Daeng 
Jalling, 37 tahun) 
Rasa identitas sosial diakui masih ada di kalangan individu pada waktu 
itu. Selama ia penduduk polongbangkeng maka ia masih bisa selamat karena 
masih ada orang yang mengenalnya. Hal ini dikarenakan representatif 
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individu dalam kelompok massa yang berasal dari seluruh desa di kecamatan 
Polut.  
Pihak STP sendiri telah melihat apa kerugiannya ketika bergerak tanpa 
organisasi, apalagi menerima lahan kerja sama dengan perusahaan. Atas 
nama individu bekerja sama dengan perusahaan justru membuatnya lemah. 
Karena pergerakan mereka akan sangat mudah di kontrol, terlebih lagi jika 
perusahan sewaktu-waktu bisa mengambil kembali lahannya. Kekuatan 
individu dihadapan korporasi hanya akan seperti debu yang sangat mudah 
ditiup oleh angin. Daeng Tulu sudah memperingatkan anggota STP yang 
menerima tawaran dari pihak perusahaan dan agar tetap hati-hati. 
“…Sudah banyak ditawari lahan, kalau mauko ambilmi, tapi hati-
hati kapan nuambil, na mau naambil perusahaan, tidak adami 
dayamu itu kau… diberikan cuma-cuma kan tidak ada dasar 
hukumnya, jadi perusahaan bisa bebas melakukan apa saja 
nantinya. Mauko melawan apa dasarnya kau? Kita tidak boleh 
terkeco sebenarnya, makanya harus belajar dari masa lampau 
(Daeng Tulu, 35 tahun). 
Bukan hanya lahan yang menjadi andalan penawaran dari pihak 
perusahaan, uang juga turut hadir menggiurkan mereka yang materialistik. 
Daeng Baco yang juga salah satu anggota STP pernah ditawari oleh 
perusahaan sebesar Rp 2.000.000. Fungsi dari berbagai penawaran ini 
membuat petani dilematis bertahan dalam kelompoknya. 
Ia kan dulu massa brutal keras emosinya, tapi pas ku pulang ke 
rumah ketemuma sama salah satu staf perusahaan. Mauka nakasi 
uang dua juta tapi tidak mauka, karena mungkin napikir butuhka 
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uang tapi tidak ji juga terlebih lagi tiba-tiba mauka nakasi uang 
(Daeng Baco, 38 tahun) 
Hampir semua anggota STP telah mendapat tawaran yang begitu 
menggiurkan mata. Mereka yang menolak uang dan lahan kerja sama tidak 
diputuskan begitu saja. Terlebih lagi para anggota STP sadar bahwa apa 
yang mereka hadapi bukan sebuah perjuangan yang ringan. Dibutuhkan 
pemikiran yang matang untuk terus saling memotivasi, bahkan para pimpinan 
atau kordinator desa juga tidak lepas dari berbagai money politik perusahaan.  
Semua pimpinan itu sudah mau digaji itu, yang penting tidak 
mengurusi masalah ini. Tapi ini bukan hasil perjuangan, jadi kalau 
mau berjuang jangan cari sensasi. Tapi lakukan perjuangan untuk 
rakyat (Daeng Tulu, 35 tahun). 
Mereka yang terus bertahan dan bergabung pada STP akan semakin 
melihat apa yang dilakukan pihak perusahaan terhadap mereka yang 
memutuskan untuk bekerja sama. Banyak di antara mereka terutama orang 
yang berpengaruh di desanya ditawari pekerjaan di perusahaan. 
Meski perjuangannya begitu keras, STP akhirnya resmi berdiri pada 
tahun 2009 di Benteng Somba Opu. Sekitar 60 orang anggota STP diboyong 
oleh sahabat NGO yang terus mengawal gerakan baru ini di 
Polongbangkeng. Hal ini merupakan musyawarah Besar Pertama yang 




Organisasi yang bermukim di Desa Timbuseng, Kecamatan 
Polongbangkeng Utara. Sangat terbuka bagi siapa saja yang ingin mengenal 
jauh tentang mereka. Penuturan salah seorang anggota STP di sekret bahwa 
tidak ada web atau sejenisnya yang dapat diakses mengenal jauh tentang 
STP. Hal ini berkaitan dengan tingkat pemahaman mereka terhadap dunia 
teknologi modern saat ini. “Tidak ada dek webnya, baca maki saja Koran 
online adaji itu STP di bahas. Karena di sini anggota tidak ada yang bisa 
main internet. Komputer saja tidak ada… (Daeng Baco, 38 tahun)”. 
Mereka yang berprofesi sebagai petani yang juga tergabung dalam STP 
akan lebih cepat tanggap terhadap situasi yang terjadi di lapangan. Kordinasi 
di dalam organisasi kemudian menjadi penting untuk cepat merespon kondisi 
yang ada. Dalam jadwal pertemuan yang teratur memang STP tidak 
memilikinya, mereka hanya bergerak sesuai kondisi yang dibutuhkan. STP 
selalu membuka pertemuan terhadap anggotanya ketika sedang mendengar 
ada perkembangan dari konflik mereka. Agar memudahkan kordinasi 
biasanya pertemuan ini hanya diwakili oleh kordinator desa yang telah 
ditunjuk. Sebagai mana pemaparan Daeng Tulu bahwa, 
Biasanya situasi di lapangan itu toh, apalagi saat ini kita anu, kan 
panen orang, jadi orang sibuk ini, setelah itu kita akan rapat ini. 
Karena katanya bulan juni akan pegolahan lahan. Itulah makanya 
setelah panen ini, kita akan rapat kembali dulu. Yang menjadi 
perhatian kami kalau sedang ada kasus penggusuran misalnya, 
maka saya akan kumpulkan para ketua setiap desa untuk 
berdiskusi langkah seperti apa yang akan kami ambil selajutnya. 
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Kemudian dari pertemuan para ketua setiap desa itu akan 
disampaikan para anggota yang ada di desa saya. 
Ketika para kordinator desa telah rapat di sekretariat STP, maka tugas 
selanjutnya adalah menyampaikan hasil pertemuan kepada para anggota 
lain. Jika hasil keputusannya akan ada aksi demostrasi maka seluruh 
anggota STP akan berkumpul di tempat yang telah disepakat oleh pertemuan 
kordinator desa, biasanya di sekretariat STP  itu sendiri. Gerakan STP meski 
tidak cukup 300 orang, mereka selalu bergerak optimis bisa meraih cita-cita 
yang mereka harapkan selama ini, terlebih lagi ketika mendapat bantuan dari 
massa NGO. Pertemuan rapat yang kadang mendadak, kadang 
direncanakan di jauh-jauh hari, bisa menjadi tantangan  dari STP sendiri.  
Berbagai usaha yang telah dilakukan oleh STP seperti demonstrasi, 
pengrusakan fasilitas, dan lain-lain hingga menemukan titik, dimana petani 
bisa menanami lahan yang tidak ditumbuhi tebu. Berdasarkan penuturan 
Daeng Tona bahwa petani bisa menanami lahan kosong dengan aman 
karena telah terjadi kesepakatan antara pihak Perusahaan dengan pihak STP 
hingga bulan Mei 2016.  
Seandainya tidak ada perjanjian seperti ini, maka akan tetap ricuh. 
Kesepakatan ini terjalin antara pihak STP dengan perusahaan, 
kemudian didampingi pihak dinas pertanahan, Dinas pertanian, 
Pak Bupati (Daeng Tona, 35 tahun). 
Telah banyak aksi penolakan yang dilakukan oleh STP, namun ternyata 
dibalik perjuangan tersebut, tersimpan nilai-nilai yang begitu kuat tersebar 
dikalangan anggota STP. Nilai-nilai tersebut yaitu Attahan na Siparrangang 
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(Bertahan dan Saling Menguatkan). Sebagaimana yang dituturkan oleh 
Daeng Tulu bahwa; 
Perjuangan ini bukan perjuangan sebentar tapi perjuangan yang 
lama, maka kita attahan dan siparrangngang, kuncinya begitu. 
Kapan tidak parrang pasti diambil alih, apa susahnya itu kita 
petani, itu kapanyea, apa rugita, kira-kira? Kosong kita Tanami, ka 
ini perjuangan tidak di modali karena di sini jaki, ada sapita, 
lepaskanmi (Daeng Tulu, 35 tahun). 
Dibalik bentrokan fisik yang terjadi baik sebelum terbentuknya STP 
maupun sesudahnya, telah menyisakan bekas luka bagi para anggotanya. 
Awalnya para NGO mengajarkan bagaimana cara berorasi yang baik kepada 
anggota STP. Setelah di lapangan mereka yang dianggap pandai berorasi 
menyampaikan pendapatnya kepada pihak yang berwenang. Namun, kata-
kata yang disampaikan seringkali bermakna rasis bahkan membuat geram 
para polisi maupun pihak perusahaan. Bermula dari kata-kata bermakna 
negatif hingga terjadi bentrokan fisik. Tidak sedikit yang mendapat peluru 
tembakan, meskipun beberapa di antaranya mampu lari setelah tertembak. 
Sikap pejuang dari Daeng Tulu selalu ia kedepankan dibandingkan resiko 
yang akan menimpanya. 
Perjuangan ini banyak korban ditahan, tidak seberapaji, palingan 
ditahan dan tidak adaji yang ditahan sampai satu tahun. Dg tona 
ji itu sampai 11 bulan, itupun karena melawanngi sama hakim, 
karena napukulki itu mejaya pasnya sidang. Yang lainnya itu 
lima bulan, tiga bulan, ituji keluar lagi, berapaji, ituji resiko 
perjuangan sebenarnya tidak adaji yang dipenjara seumur hidup 
(Daeng Tulu, 35 tahun). 
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Masa pergantian bupati turut juga berpengaruh pada peranan STP itu 
sendiri. Banyak calon yang turut mendekati organisasi ini. Namun, pihak STP 
merasa tidak pernah tertutup dengan berbagai calon yang ingin bekerja sama 
dengan mereka, asalkan calon bupati ini mampu mensejahterahkan 
masyarakat. Meskipun demikian mereka tetap kritis dalam memilih pemimpin 
yang akan berpihak kepada mereka. 
Sebagaimana wawancara yang dilakukan bersama Daeng Tona, yang 
berbicara mengenai solusi. Awalnya ia sendiri mulai bingung mengambil 
jawaban ketika, saya melayangkan pertanyaan seperti ini. “Seharusnya tanah 
ini bagaimana?, tanah yang selama ini diperjuangkan?”. Ia sendiri lama 
berpikir tentang jawaban itu. Tapi jawaban yang terlontar justru bimbang 
dengan solusi yang ia inginkan. 
“Kalau menurutku, pokoknya petani, tanahnya harus kembali, 
cuman… berat, makanya dipanggillah mereka untuk bermitra, 
dengan pihak perusahaan, artinya kerjasama. Inilah bentuk 
kesepakatannya, cobanya tidak ada kesepakatan seperti ini, 
maka tidak berhenti kegiatan ricuh, ini saja belum tentu damai, 
kita tunggu saja bulan Mei”. 
HGU ini menjadi titik pengacau dari pergerakan., karena ketika nanti 
habis masanya maka pergerakan ini akan terus berlanjut. Pergerakan ini 
akan tetap dilakukan bilamana pihak perusahaan belum memutuskan 
kesepakatan yang rill. Karena bentuk kerjasamanya juga belum pasti, terkait 
solusi kedepannya. Daeng tona menyadari bahwa gerakan mereka harus 
didukung oleh organisasi, agar mereka tetap kuat. 
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Upaya STP telah berjuang keras untuk memperoleh keadilan atas 
perpanjangan HGU secara sepihak. Negosiasi dengan langsung mendatangi 
kantor bupati untuk mencarikan solusi yang bisa memihak terhadap petani. 
Hingga Bupati Takalar melakukan permintaan lahan kerja sama se luas 1.000 
Ha kepada perusahaan PTPN XIV Persero namun surat itu justru tidak 
ditanggapi. Sebagaimana pemaparan dari Daeng Tulu (35 tahun) bahwa; 
Pak bupati ini yang pernah mengirim surat permintaan lahan 
kerja sama ke perusahaan 1000 Ha, ketika pak Garuda yang 
memimpin. Untuk dibagikan ini, tapi tidak ada respon, karena 
banyak oknum yang bermain. Banyak tidak setuju itulah kami 
juga kecewa. 
Dengan total lahan 7.200 Ha berdasarkan keterangan HGU, 
permintaan 1.000 Ha membuat kesepakatan sulit tercapai. Namun 
berdasarkan negosiasi bersama dari pihak STP, Pemerintah Daerah, Dinas 
Perkebunan Provinsi, Pihak Kepolisian, Kepala Dandim, hingga menghasil 
kesepakatan solusi yang dianggap dapat memperbaiki keharmonisan 
perusahaan dengan masyarakat setempat. Dari hasil pertemuan tersebut 
menghasilkan kesepakatan bahwa seluas 125 Ha sebagai lahan kerjasama. 
Namun hingga saat ini lahan yang dimaksud belum jelas letaknya dimana. 
Lahan yang dimaksud juga tidak jelas lahan yang di makasud 
yang mana. Yang memberikan lahan itu adalah ADM pabrik gula. 
Pada saat pertemuan di kantor bupati Takalar, Pak Dandim, Pak 
Polri, Pak Sekda, Bupati juga ada, dinas perkebunan provinsi 
juga ada (Daeng Tulu, 35 tahun). 
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Jadi solusi yang telah ada merupakan solusi pengerjaan lahan seluas 
125 Ha yang kemudian nantinya dapat dikelolah. Dengan syarat bahwa lahan 
tersebut tetap ditanami tebu dengan sistem bagi hasil yang telah ditetapkan. 
Pembagian hasil berdasarkan persentasi dari hasil giling tebu, yaitu 
sebanyak 45% gula yang dihasilkan masuk ke jatah pabrik sedangkan 55% 
ke tangan pengelola kebun. Ketakutan kemudian muncul ketika berbicara 
apa yang terjadi di balik layar, jangan sampai terjadi kecurangan terhadap 
hasil penggilingan tebu, sehingga perlu adanya pihak dari STP yang mampu 
mengkordinir hal tersebut. 
Ada keganjilan di balik solusi tersebut karena berdasarkan penuturan 
Daeng Tulu, yang nantinya akan mengelolah lahan 125 Ha ini hanya anggota 
STP. Sedangkan masyarakat tidak turut terlibat dalam organisasi formal juga 
tidak mendapat lahan kerjasama.  
Cara mengolah lahan 125 Ha itu dibagi atas beberapa desa, 
karena sudah terbentuk kelompoknya di beberapa desa. Jadi 
yang tergabung saja di dalam STP yang mendapat lahan ini. Jadi 
lahan 125 Ha ini diberikan bukan untuk dimiliki, cuma 
pengelolaan di Tanami tebu, begitu. Bukan kepemilikan karena 
lahan ini berdiri atas pengakuan lahan HGU. Jadi nda bisa 
menanam tanaman lain harus tebu (Daeng Tulu, 35 tahun). 
Meskipun demikian, Daeng Tulu mengaku bahwa ini hanya bagian dari 
pergerakan, karena untuk menguasai seluruh lahan sangat tidak mungkin. 
Sehingga menerima 125 Ha dianggap sebagai modal dasar untuk 
memperlihat kepada masyarakat agar turut bersama bergabung dalam 
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gerakan ini. Daeng Tulu menganggapnya sebagai strategi untuk menyatukan 
gerakan dalam masyarakat, karena kebanyakan masyarakat mulai 
terpengaruh dengan adanya janji-janji dari perusahaan. 
Sebenarnya 125 Ha ini, cuma strategis ji, untuk bisa lagi 
mengambil kembali tanah yang kita cari, sambil menguatkan 
barisan sebenarnya. Artinya sebagai bahan perjuangan saja ini. 
Kan 2024 nanti akan habis lagi masa HGU nya jadi kemungkinan 
akan berkecamuk lagi. Makanya lahan ini akan menjadi strategi 
ini. Kita bergerak sedikit dulu, karena kenapa kita lihat dulu 
situasinya (Daeng Tulu, 35 tahun). 
Lebih tepatnya pihak STP ingin memperlihatkan kepada masyarakat 
bahwa dengan berkontribusi secara formal maka hasilnya akan lebih banyak 
dibandingkan tergabung dalam kelompok tani, ataupun dengan penawaran 
sendiri-sendiri. Mengingat bahwa pihak perusahaan telah banyak 
memberikan sepetak lahan kepada petani yang tidak ingin tergabung dalam 
STP. Jika STP mampu berhasil mengelola seluas lahan yang dimaksud maka 
setidaknya masyarakat melihat bukti nyata dari pergerakan mereka. 
Bagi STP lahan 125 Ha itu tidak pernah dianggap cukup, melainkan 
hanya sebatas menerima damai dan menghindari kekecewaan yang 
berlebihan. Yang mana ketika mereka sudah merasionalkan keputusan itu 
bahwa usulan mereka 1.000 Ha sudah ditolak sedangkan 125 Ha jika ditolak 
oleh pihak STP maka jangan sampai mereka justru tidak mendapat apa-apa. 
Sehingga bukan sebuah masalah untuk tidak menerima penawaran tersebut. 
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 Pemberian lahan itu inisiatif dari pemerintah daerah berkat pendekatan 
yang dilakukan oleh STP. Pemerintah daerah kemudian mengambil alih 
permasalahan ini untuk dikerjasamakan. Tapi sekali lagi sampai sekarang 
belum ada kejelasan lahan yang dimaksud, karena penunjukan lahan 
dilakukan oleh perusahaan. Meskipun demikian pihak STP juga masih ragu. 
Sikap resistensi itu kemudian selaras dengan penyampai Daeng Tona (35 
tahun) bahwa; 
Saya akan terus melawan sampainya mati, meski ditawari 
banyak lahan. Karena bagaimanapun caranya, harus kembali ini 
tanah kalau bukan kita yang berjuang…? Aii.. pemerintah tidak 
bisa dipercaya, tapi hati-hati jangan sampai massa berkumpul 
lagi. 
Meskipun demikian, konflik ini akan terus memanas jika pihak 
perusahaan justru abai dengan kelompok formal ini. Sikap perlawanan sudah 
memantapkan diri di anggota STP. Mereka benar-benar merasa berdiri di 
atas keyakinan yang mereka katakan benar, bahkan mereka sudah berjanji 
bahwa sebelum tahun 2024 tiba, Polut akan kembali bergejolak. Meskipun 
dari pihak STP sendiri sudah mendeteksi penyebab kegagalan mereka di 
masa habisnya HGU, baik dari sisi internal petani maupun faktor eksternal.  
Permasalahan baru kemudian muncul dan dilakukan oleh salah satu 
dari dua Kapoktan yang sudah aktif melakukan tanaman kerja sama. Yang 
mana rata-rata petani melakukan sistem diverfisikasi penanaman sehingga 
tebu tidak tumbuh subur melainkan harus berbagi unsur hara dengan 
tanaman lainnya seperti jagung maupun wijen. Hal ini membuat kecewa 
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pihak perusahaan karena upaya lahan kerja sama dibuat untuk tetap 
membumingkan perkebunan tebu. Namun justru target gula yang dihasilkan 
sangat minim. Bahkan beberapa di antaranya tidak menanam tebu justru 
menanaminya dengan padi, jagung, wijen, kacang panjang dan sebagainya. 
Nah.. itu juga kita heran dengan masyarakat… dikasi lahan kerja 
sama justru banyak yang tidak menanam tebu, malah tanam 
padi, jagung… mereka lupa kalau lahan kerja sama itu diberikan 
untuk menanam tebu. Nah kalau begini apa mau kita olah, 
padahalkan surat edaran sudah keluar untuk mengupayakan 
swasembada gula. Ini perlu diperhatikan baik-baik (Vera, 30 
tahun). 
 Pemerintah memang patut mengambil tindakan tegas baik ditujukan 
terhadap masyarakat maupun perusahaan. Mengingat keduanya tidak 
kunjung terlihat adanya keharmonisan terlebih dengan kalangan anggota 
STP. 
2. Family Resistence (Perlawanan Kelompok Kerabat) 
Family resistance merupakan usaha-usaha yang dilakukan suatu 
kelompok keluarga atau kalangan kerabat untuk mengklaim kembali lahan 
mereka. Tanah yang menjadi sengketa sekarang merupakan milik 
perorangan maupun kelompok. Mereka yang dulu berpindah tempat tinggal 
kini telah memiliki keturunan dan saling memahamkan generasi melalui 
pendidikan informal. Menjelaskan bagaimana kronologi kejadian hingga 
mereka bisa tinggal di kampung saat ini, sehingga dari pola pendidikan itu 
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membuat generasi muda mereka turut andil dalam berusaha untuk 
mengklaim kembali lahan mereka. 
Berbagai usaha yang dilakukan oleh kelompok yang berdasarkan 
kekerabatan baik jalur formal maupun nonformal. Tidak sedikit yang 
berusaha menempuh jalur mediasi dengan perusahaan, berbekal rinci tanah 
dan bukti pembayaran pajak mereka mendatangi bagian administrasi pabrik 
gula takalar. Kebanyakan yang berusaha menempuh jalur formal justru 
pulang dengan kekecewaan. Sebagaimana diungkapkan Vera (30 tahun) 
bahwa, 
Banyak datang ke kantor, tapi kita di sini punya semua peta 
lokasi yang sudah dibayar. Banyak mengaku tidak pernah 
dibayar baru di sini kita punya buktinya…itumi kalau tidak pernah 
memang dibayar adaji juga petanya itu. Cuman bersikeraski 
biasa nabilang belum pernah dibayar…edd…silahkan tempuh 
jalur hukum kalau tidak percaya sama kita… banyak 
begitu…(Vera, 30 tahun) 
Kenyataan di lapangan semakin jelas mengapa mengalami 
ketidakpercayaan terhadap karaeng terdahulu. Hal ini diperjelas oleh Daeng 
Tulu berkaitan banyaknya lahan sudah dibayar, padahal petani tidak 
memperoleh ganti ruginya. Sebagaimana penjelasan Daeng Tulu (35 tahun) 
bahwa, 
Karaeng dulu pengecut, mereka tidak maknai arti dari karaeng 
itu, padahal karaeng itu adalah orang yang bisa dipercaya oleh 
orang banyak tapi kenapa…, tapi orang tombaknya berdirinya 
pabrik gula itu kan karaeng, semua tanah di sekitar sini diakui 
oleh karaeng miliknya, padahal mana sejarahnya, mana bukunya 
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tentang karaeng yang punya tanah. Dia cuma tunjuk-tunjuk lahan 
itu miliknya. 
Salah satu keluarga yang melakukan mediasi ke pihak perusahaan 
adalah Daeng Memang (75 tahun) bersama anaknya dan menantunya. Ia 
telah mendengar usaha kebanyakan orang yang berusaha mengklaim 
kembali tanahnya hingga ia juga bersemangat untuk melakukannya.  
Nia’ rinci tanaku nak, nia butti pakbayara’ pajakna, ingka nakana 
pagawena ilalang pabereka, eh… lekbami nibayarakna anne. Nia 
bukti pakbayarakna, nampa tena nakulekba  annarima doe’na. 
artinya Ada rinci tanahku nak, ada bukti pembayaran pajak, tapi 
pihak pegawai pabrik bilang, eh…ini sudah dibayar, ada buktinya, 
terus tidak pernah menerima uang pembayaran (Daeng Memang, 
75 tahun) 
Jawaban pihak perusahaan terhadap petani sama saja, tanah yang 
mereka anggap tidak pernah dibayar, katanya sudah dibayar bahkan lengkap 
dengan buktinya. Sehingga rasanya sangat sulit untuk menempuh jalur 
formal. Namun dari sekian usaha untuk mengklaim kembali tanah tidak 
selamanya mengecewakan. Hal ini dirasakan oleh Daeng Nawang yang telah 
berhasil mengklaim kembali tanahnya secara sah dengan sertifikat tanah 
yang terbaru. Bukti rinci tanah dan bukti pembayaran pajak terdahulu ia miliki, 
namun ia berhasil karena mengakuinya kembali dengan perlawananya. 
Antamaka nakke ampacinikangi bukti-bukti ku, kubilang ini 
buktiku, talebbaka nakke ambalukangi tanaku, kalau mauko 
ambilki tanahku, pangraki antu takbunnu. Ajjallo mantonga nakke 
joreng rikantoro’na… artinya Saya masuk perlihatkan bukti-
buktiku, saya bilang ini bukti, tidak pernah jual tanah, kalau mau 
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ngambil tanahku, rusak nanti tebumu. Saya memberontak di 
kantornya…(Daeng Nawang, 50 tahun). 
Setelah penulis memastikan di lapangan tanah yang Daeng Nawang 
maksud memang lahannya membutuhkan hampir 30 menit oleh traktor untuk 
sampai di lokasi dengan akses yang harus melewati jembatan. Ketika musim 
hujan deras tidak satupun kendaraan yang dapat mengaksesnya sehingga 
untuk mengambilnya kembali lebih mudah karena akses sarana terputus. Ia 
juga bercerita ketika hari dimana ia harus berhadapan puluhan brimob untuk 
diolah lahannya. 
Ia lekbaka nakepung brimob… attunna erok na olah tapi tena 
kulari, kupoang baji-baji ki anjo brimob ka angkana… eh anne 
tanahku tiai tanana antu pabereka… ih.. kupacinikiangi anne 
sura-suraku ia ngasenna… antu bainengku angngarru mami, 
anjo anakku tulumo kuraka’na, kukana mentong punna na 
tembaka, tena takbundu’na polongbangkeng… edd paccei 
tallsaka nak ia… artinya ia saya pernah dikepung oleh 
brimob…waktunya lahan saya mau diolah tapi saya tidak lari, 
saya beritahu baik-baik itu brimob bilang… eh ini tanahku buka 
miliknya pabrik…ih saya kasi lihat semua surat-suratku… itu 
istriku juga menangis, itu anakku teru kupeluk, saya bilang kalau 
saya ditembak, pasti perang Polongbangkeng…edd pahit hidup 
nak ia… (Daeng Nawang 50 tahun). 
Inilah ketakutan terbesar yang ia alami sepanjang hidupnya, bahkan 
matanya berkaca-kaca ketika menceritakan kisahnya itu. Keyakinan petani 
terhadap lahan yang tidak dibayar benar-benar kuat, meskipun kebanyakan 
lahan memang sudah dibayar oleh pihak perusahaan. Bahkan sebelum 
datangnya Brimob Daeng Nawang mengaku sudah beberapa kali sinder 
datang bersama traktornya. Namun, seluruh keluarganya ikut bersama berdiri 
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di atas lahannya, menahan pihak pengolah kebun. Dari dasar kegagalan 
pihak pengelolah kebun itu hingga bantuan Brimob dianggap lebih efektif. 
Namun pada saat itu justru itu puncak keberhasilannya melegitimasi secara 
penuh atas lahan yang ia cari selama ini. 
Hingga saat ini, terjadi kejanggalan atas pengakuan lahan yang 
berhasil hingga bisa diakui secara hukum.  Apakah memang pihak 
perusahaan berbohong terhadap mereka yang gagal mengambil alih 
tanahnya, ataukah keberhasilan dari Daeng Nawang membuktikan benar 
adanya, bahwa perusahaan memang belum membayar lahan yang dimaksud 
, sehingga ia menggunakan bantuan brimob untuk melegitimasi seluruh lahan 
yang ada. Terkait masalah lahan ini perusahaan tidak mau berbicara banyak 
soal itu. Meskipun Vera (30 tahun) sudah memberikan keterengan bahwa 
“Kalau memang belum dibayar, yak silahkan diambil tanahnya, masalahnya 
kita punya bukti soal tanah itu. Tapi yah sudahlah…” 
Konflik ini semakin ramai setelah family resistance lepas ke lahan 
perkebunan mengklaim lahan yang dianggap miliknya dahulu. Petani 
terdahulu memiliki lahan yang sangat luas, sehingga ketika kosong kelompok 
kerabat akan bersama-sama untuk mengolah lahan yang dimaksud. 
Beberapa keluarga yang dulunya dimiliki oleh sepasang suami istri, kini harus 
berbagi dengan anak maupun cucunya. Sehingga persebaran pengolahan 
lahan kosong semakin cepat terjadi.  
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Aktivitas pertanian begitu cepat terjadi, puluhan traktor sawah berlalu 
lalang di perkebunan tebu. Setiap satu traktor biasanya dimiliki oleh satu 
keluarga yang dijalankan oleh kepala keluarga atau anak laki-laki yang sudah 
dewasa, bisa juga oleh menantu. Dibelakang yang sebagai penumpang dari 
kalangan keluarga dekat baik istri, anak-anak, maupun kalangan sepupu. 
Mereka saling membantu dalam menanam maupun saat panen, yang 
uniknya beberapa keluarga tinggal bermalam di lahan perkebunan untuk 
menjaga padinya dari ganguan babi hutan. 
Jika musim hujan tiba, para tetua akan berjalan menuju lahan yang 
dianggap sebagai miliknya. Mereka dipercaya untuk memperkirakan letak 
lahan yang dulu. Mengingat telah terjadi perubahan permukaan tanah dan 
hilangnya penanda yang dulunya ada di lahan yang dimaksud. Hampir 
semua lahan telah mengalami proses perubahan bentuk dan pemerataan. 
Yang menjadi pedoman penting kemudian bisa berlandaskan pada ingatan 
kemudian bernegosiasi dengan kerabatnya yang berdampingan lahan sejak 
dulu. 
Fakta baru kemudian muncul ketika orang tua layaknya membagi 
harta gono-gini kepada anaknya. Tanah yang dianggap miliknya sengaja 
dibagi kepada keturunannya, hal itu dilakukan terhadap lahan kosong. 
Adapun lahan yang masih ditanami tebu sengaja tidak diperbincangkan 
dalam keluarga, meskipun kadang lahan tersebut juga disinggung. 
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Tindakan kolektif berdasarkan kekeluargaan kemudian muncul ketika 
kerabatnya mengalami kesulitan. Menjadi landasan kuat bergerak dan sulit 
untuk dipatahkan oleh perusahaan seperti masa pengolahan lahan yang 
didalamnya di Tanami padi maupun wijen. Sedangkan pihak perusahaan 
ingin mengolah lahan itu tanpa mempertimbangkan tanaman yang ada, maka 
peran keluarga sangat berpengaruh dalam situasi ini. Menyerang individu, 
layaknya menggorogoti milik suatu kelompok, mungkin itu yang tergambar 
dalam family resistance, bahwa apa yang menjadi milik individu juga 
merupakan milik kelompok keluarga. 
Hal ini tergambar dari usaha Daeng Nawang ketika sanak saudaranya 
datang bersama-sama membantunya, ketika wijen yang berusia dua bulan 
hampir di olah oleh traktor milik perusahaan.  
Ohh.. kamase, lekbaki sikali ia rua oto lettoro ero angngola, 
nampa langngaku ruang bulanmi, a’bungami kamase, baji’na na 
nia sa’riku, cikalingku bantu mae angngerangi beranna, 
ammengteng ri pakkallika…edd na ammotere’ anjo otoa. 
Kaddeka tenami seng langngaku… artinya ohh.. kasian, pernah 
satu kali dua mobil traktor mau mengolah, baru wijenku baru dua 
bulan, berbunga kasia, untungnya ada saudaraku, sepupuku 
datang bawa parang, berdiri di pagar wijen…edd pulang itu 
traktor. Mungkin habis wijenku…(Daeng Nawang, 50 tahun). 
Nyantanya dilapangan banyak tanaman petani yang diolah namun 
diolah oleh pihak perusahaan. Meski belum meraup hasil keringat namun 
perusahaan tidak memberikan toleransi terhadap petani yang menanam di 
sembarang lahan kosong. Lantas alasan mendasar seperti apa yang 
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kemudian membuat family resistance semakin hidup tanpa melihat adanya 
ketakutan dari perusahaan.  
Mereka yang menerapkan family resistance memang tidak semua 
mendapat lahannya secara sah, namun setidaknya kebutuhan pertanian 
mampu terpenuhi. Bertani padi mereka bisa mendapat hasil yang sangat 
menguntungkan, menanam wijen dengan mendapat keuntungan tambahan, 
menanam sayur-mayur yang tidak hanya di nikmati oleh satu keluarga saja, 
tetapi berbagi dengan tetangga dan kerabatnya secara gratis.  
Semuanya terjadi begitu harmonis, selaras dengan kehidupan petani, 
meski kadang harus berhadapan dengan traktor dan gerombolan brimob. 
Dengan berbekal rasa pacce’ (rasa peduli) terhadap keluarga dan kebutuhan 
ekonomi yang harus terpenuhi, si tulu’ (satu pemahaman) dengan para 
kerabat. Mereka bergerak melegetimasi lahan dengan berbagai tanaman 
yang dianggap dapat menguntungkan. 
C. Bentuk-bentuk Perlawanan 
Konsep James scott berkaitan dengan pembagian dua model 
perlawanan (Public Transcript dan Hidden Transcript) yang dilakukan oleh 
petani di Asia Tenggara. Berbagai macam bentuk yang ia gambarkan dalam 
tulisan tersebut, seperti bermalas-malasan ketika kerja bakti, pura-pura tidak 
tahu, pembakaran, menjatuhkan nama baik, penyabotan dan lain-lain. 
Pergerakan kelompok petani telah banyak disinggung dipembahasan 
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sebelumnya, yang mana pergerakan kelompok ini dimotori oleh Serikat Tani 
Polongbangkeng (STP). Meskipun demikian gerakan kelompok kekerabatan 
juga turut mempengaruhi gerakan ini.   
Dalam pergerakan kelompok bentuknya sudah beragam, yang mana 
mereka telah melakukan aksi damai di kantor kepala daerah dan pihak 
perusahaan hingga aksi anarkis seperti membakar lahan perkebunan, 
memukul karyawan perusahaan, saling menyerang dengan petugas 
kepolisian. Akibat dari aksi dari kelompok tersebut hingga saat ini pabrik gula 
masih dijaga ketat oleh puluhan pasukan bersejata. Hal ini terus dilakukan 
demi menghindari terjadi aksi bentrokan dari kelompok petani yang secara 
tiba-tiba. 
Kerugian yang terus melanda perusahaan akan semakin membuat para 
pihak lawan semakin bahagia. Perlawanan individu tidak saja dalam bentuk 
perilaku, namun dalam bentuk gagasan pun juga banyak terjadi. Hal ini 
banyak dilakukan oleh mereka yang menolak berkonflik secara fisik. Salah 
seorang warga petani di Polut juga mengejek perusahaan ini. Edd.. siapa na 
tanggong, na seng anu toa mi anjo masinana ilalang (Berapa banyak 
kekuatannya/tanggung, di dalam itu semuanya mesin sudah tua). Hal ini 
berkaitan dengan aktivitas pabrik yang kadang macet ketika masa 
penggilingan tebu telah tiba.  
Berbeda lagi soal jalanan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Yang 
banyak kemudian menyindir angkutan berat yang selama ini mengangkut 
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hasil panen tebu. Antekamma na baji katte agadanta punna lekba ni aspal 
seng oto lompo malo, nampa tena na nipabajiki (Bagaimana bisa jalanan kita 
bagus, kalau sudah di aspal mobil besar terus lewat, terus tidak diperbaiki). 
Berdasarkan hasil observasi disejumlah desa, bahwa memang rata-rata 
jalanan telah rusak berat, namun hingga saat ini belum terlihat aktivitas 
perbaikan jalan. 
Masih banyak lagi bentuk gagasan dari masyarakat yang menunjukkan 
ketidak nyamanan hidup berdampingan dengan pabrik gula. Berikut ini akan 
dibahas bentuk perlawanan individu yang dalam bentuk perilaku, yang 
umumnya sangat merugikan perusahaan. 
1. Aklambara’ sapi 
Aklambara’ sapi atau melepaskan sapi secara liar merupakan tindakan 
yang sangat diantisipasi oleh pihak perusahaan. Sapi merupakan salah satu 
aktor pengrusak lahan perkebunan tebu, Razak mengakui bahwa hampir 
99% yang membuat rugi perusahaan adalah aktivitas ternak yang dijaga oleh 
sang pemilik. 
Iya… sapi itu pengrusak berat, 99% yang membuat rugi 
perusahaan, sisanya 1% itu cuaca dan penyakit tanaman. 
Bagaimana tidak kalau itu yang punya sapi sengaja di lepas, 
baru itu sapi sembarangji namakan (Razak, 35 tahun). 
 Mereka kadang bebas berkeliaran, dan memakan apa saja yang ada 
di hadapannya. Kekosongan penjaga dan mador kebun akan memberikan 
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peluang bagi pengembala sapi untuk bisa membuat ternaknya kenyang 
dengan tebu yang ada. Meskipun perilaku ini kadang dilakukan hanya dua 
sampai tiga orang. 
Nah…memang tidak semuaji begitu tapi ada dua sampai tiga 
orang yang sering lambara’. Di tau itu siapa-siapa orangnya, ada 
memang yang sengaja begitu. Yah… mungkin karena nabilang 
bukanji tebunya (Razak, 35 tahun). 
 Akibatnya akan terjadi kebun kritis karena gangguan dari ternak-
ternak (sapi, kerbau, kambing dan kuda). Hal ini juga yang mengakibatkan 
kerugian bagian perusahaan karena kebun tebu kadang sudah tidak layak 
untuk dipanen bahkan tebu hancur dan mati. Sehingga mengakibatkan 
munculnya lahan kosong, dan ini banyak terlihat dari bagian luar kebun tebu. 
Beberapa lahan memang kadang menjadi sasaran empuk dari pengembala 
sapi seperti lahan yang memiliki jarak yang jauh dari pabrik, sinder dan 
mandor yang malas berpatroli, serta letak kebun di tengah-tengah antara 
sungai yang lebar. Kondisi ini sangat mudah ditemui dilapangan, meski 
sederhana namun sangat berdampak bagi perusahaan. 
Desa yang berdekatan dengan perkebunan tebu, umumnya memiliki 
jumlah ternak yang sangat banyak dibandingkan desa yang agak jauh, hal ini 
juga dipengaruhi faktor sumber pakan ternak. Beberapa orang memang 
sengaja melakukan hal-hal seperti pelepasan ternak secara bebas, dengan 
alasan bahwa ternak mereka tidak kenyang karena lahan makan yang sempit 
serta pakan yang terbatas.  
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Kamae langnganrei sapia punna tena ribiring takbua? 
Kanjorenngpi anjo sede na bassoro. Ia toh…Punna moterekmi 
nipakanre lampami. Kanjo pode agadanga erok ngasengi 
nilamungi takbu. Jari kamaemi langngolo artinya  dimana sapi 
akan makan kalau tidak dipinggir kebun tebu? Karena di sana 
baru bisa kenyang, ia toh, kalau mau pulang makan sambil jalan. 
Itu juga jalanan mau semua ditanami tebu, jadi mau lewat 
dimana itu…? (Baba, 25 tahun) 
Baba merupakan mantan pengembala sapi yang kini sudah 
berwirausaha. Ia mengakuinya bukan lambara’ (Pelepasan secara sengaja) 
sapi tapi nganre lampa (makan sambil jalan). Faktor itu juga dipicu dengan 
kondisi lahan perkebunan tebu yang jalanannya sangat sempit. Sehingga 
terkadang sapi yang membuatnya melebar, kalau mandor atau penjaga 
kebun ada di lokasi pengembala akan patuh aturan, namun ketika tidak ada 
tebu akan menjadi makanan empuk bagi ternak. Ini bukan persoalan faktor 
peluang yang dilakukan pengembala, namun terlebih pada bentuk protes 
mereka terhadap perusahaan yang tidak memperhatikan masyarakat yang di 
sekitarnya. Sebagaimana yang paparkan Baba bahwa, 
Ka anjo tana ya, tenani bayaraki nampa takkuleaiki 
mangenjoreng appakanrei sapi…? Aih … kamae sejarana 
angkana katte tena niciniki nampa ia janjo pabereka untung…? 
Lappasangmi mange sapia…artinya  karena itu tanah, tidak 
dibayar terus kita dilarang mengembala sapi…? Aih… mana 
sejaranya kalau kita tidak diperhatikan baru itu pabrik yang 
untung…? Lepaskan saja sapi… (Baba, 25 tahun). 
Apa yang diutarakan oleh Baba representatif dari petani yang tidak 
terbayarkan tanahnya, namun dianggap sudah dibayar oleh pihak 
perusahaan. Emosi yang terpendam karena banyaknya lahan namun akses 
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tempat makan ternak tidak terfasilitasi membuat aksi perlawanan itu muncul. 
Belum lagi jika musim hujan tiba, semua sawah ditanami padi, pakan yang 
semakin sulit diakses membuat pemilik ternak memilih sekitar lahan 
perkebunan tebu untuk tempat makan.  
Di sini kita perlu melihat kebiasaan masyarakat dalam beternak sapi, 
mereka tidak suka jika ternak-ternak mereka hidup kaku di dalam kandang. 
Mereka ingin membiasakan ternaknya hidup sehat dengan berjalan mencari 
makanannya sendiri. Hal ini yang mengakibatkan gangguan dari perkebunan 
tebu, karena tanaman tidak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan 
berkembang jika sapi terus merenggut kesejahteraan kebun. 
“…kalau liatki banyak kerumunan sapi, berarti itumi pengembala 
sapi yang baik-baik. Tapi kalau cuma satu orang mengembala, 
enam ekor sapinya, ai…itumi yang sering kasi masuk di kebun 
tebu makan, banyak itu sering begitu di sini. Cobanya itu sapi 
makan akar tebu, mungkin namakan juga… ” (Daeng Bella, 50 
tahun). 
Sebagai Mandor kebun daeng Bella telah mampu mengidentifikasi 
pergerakan petani yang mengembalakan sapi. Ia bahkan menghafal orang-
orang yang sering ia memergoki sapinya dilahan kebun. Namun, informan 
tidak ingin menyampaikan siapa orangnya, karena ia merasa peringatan 
sudah cukup ia berikan pada pengembala tersebut. 
Kondisi luar kebun terlihat subur dengan daunnya yang hijau tidak 
menjamin kebun tersebut telah tumbuh normal sesuai yang diharapkan. 
Beberapa lahan memang harus menderita dengan bolongnya dibagian 
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tengah, akibat aktivitas dari ternak-ternak yang bebas berkelana. Lahan yang 
hancur dibagian tengah jelas bisa dimanfaatkan petani lagi untuk ditanami, 
tanaman yang ditanam juga cenderung tumbuh subur karena memanfaatkan 
unsur hara atau zat kimia yang diperolah dari tebu. Petani kemudian kembali 
berhasil menjalankan strateginya. Beberapa lahan yang mampu 
dimanfaatkan oleh petani, memang berasal dari bekas aktivitas pengrusakan 
oleh sapi-sapi sehingga mandorkebun juga kadang kualahan mengantisipasi 
banyaknya pengembala sapi yang berbuat curang. 
Peternakan tradisional sapi maupun ternak lainnya masih terus 
bertahan di kalangan petenai Polut, karena sapi dianggap sebagai tabungan 
masa depan. Harganya bisa terus naik seiring dengan kebutuhan daging 
yang meningkat. Sehingga di samping bertani, petani berusaha tetap 
memelihara ternak. Sepanjang pengamatan Sapi merupakan salah satu 
ternak yang paling banyak dipelihara oleh masyarakat setempat. 
2. Akkeke batu (Menambang batu) 
Bukit batu di sekitar kebun tebu memang tidak dilirik oleh pihak 
perusahaan, namun masyarakat sebagian menjadikan menambang batu 
sebagai lahan ekonomi. Beberapa diantaranya mampu menghidupi 
keluarganya dari hasil pekerjaan tersebut dengan penghasilan Rp 200.000,- 
selama dua hari. Pendapatan itu mereka peroleh dikala cuaca yang 
bersahabat, dengan tekstur batu yang mendukung, banyak diantaranya yang 
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hanya berhasil memperoleh Rp 200.000,- selama tiga hari bahkan lebih lama 
lagi.  
 
Gambar 3. Menambang batu 
Masyarakat yang disamping berprofesi petani memanfaatkan 
waktunya untuk menambang batu. Hingga saat ini perusahaan sendiri terlihat 
tidak mempermasalahkan aktivitas terebut, karena hasil aktivitas menambang 
batu secara bebas diangkut oleh para penyuplai bahan bangunan. Mengingat 
lahan yang bebatuan juga tidak bisa dijadikan lahan perkebunan, sehingga 
proses penambangan batu juga sesuai dengan kondisi yang diharapkan 
petani. 
“itu suamiku kasian, kalau siang mi itu dari kebun pergimi 
menggali batu, biasa berduaki dengan sepupunya. Kalau 
berduaki cepatki juga dapat satu mobil truk, jadi kadang satu hari 
dapat maki Rp 100.000, itu tommi dipake beli ikan, uang 
jajannya anakku..” (Daeng Pati, 54 tahun) 
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Strategi hidup yang dilakukan beberapa petani telah banyak 
melakukan pekerjaan rangkap demi mencukupi kebutuhanya. Menambang 
batu memang pekerjaan yang sangat berat sehingga berdasarkan observasi 
dan wawancara hanya sekitar 10 hingga 20 orang yang melakukan aktivitas 
ini.  
Mereka melakukan pekerjaan tersebut karena faktor ekonomi dan ada 
unsur ingin menguasai lahan. Lahan yang sudah kedalaman batunya sudah 
beberapa meter akan di timbun dan ditanami tanaman musiman seperti 
pepaya, pisang,  lada, serai dan sebagainya bahkan beberapa diantaranya 
membangun rumah persinggahan. Hal ini merupakan aktivitas terbuka yang 
jelas-jelas mengklaim wilayah sendiri tanpa persetujuan dari perusahaan. 
Bukan hanya lahan banjir yang kurang dilirik oleh perusahaan, 
melainkan daerah bukit dengan tumpukan bebatuan juga terbaikan. 
Masyarakat yang berpikir kreatif dan memanfaatkan peluang tersebut 
membuatnya untung lebih dimana ia bisa menjual batu tersebut, sekaligus 
menguasai lahan itu pasca melakukan penambangan. Menambang batu 
merupakan aktivitas yang sangat membantu pendapatan masyarakat. 
Bahkan beberapa warga telah mendirikan rumah-rumah kebun dan tinggal 
menetap hanya karena untuk mendapatkan hasil tambang yang banyak. 
Sambil berkebun setiap hari sebagian masyarakat juga menyisihkan 
waktunya untuk mengumpulkan batu yang layak dijual. 
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3. Mencuri aset perusahaan 
Para pekerja musiman berasal dari daerah sekitar perusahaan yang 
juga rata-rata memiliki lahan yang dikontrak. Tentunya rekam aksi pekerja 
tidak jauh dari kasus penggelapan fasilitas maupun bahan-bahan untuk 
keperluan perkebunan. Seperti penyembunyian sisa pupuk di kebun, 
pengiritan solar pada daerah wilayah penyiraman perkebunan, dll. Sehingga 
berdampak pada sektor perkebunan. Pada musim kemarau pipa juga 
menjadi salah satu peralatan yang sering di lokasi penyiraman. Ironisnya ini 
kadang dilakukan oleh para pekerja musiman bahkan mandor itu sendiri. 
Sehingga sanksi kerasnya bagi para pekerja yang melakukan hal tersebut 
adalah pemecatan. 
Kita sering kehilangan beberapa peralatan perkebunan, 
biasanya sih pipa, karena pipa yang digunakan mesin untuk 
membasahi lahan kalau musim kemarau. Tapi pernah ada 
mandor kebun yang kedapatan dengan pekerja juga mencuri 
pupuk dan langsung dipecat. Sering terjadi begitu akibatnya 
terhambat juga aktivitas perawatan kebun (Vera, 30 tahun). 
Ini menjadi bahan pelajaran bagi perusahaan ketika sedang 
melakukan penyiraman di lahan. Dimana mereka tidak hanya pada keutuhan 
peralatan namun juga pada orang yang dipekerjakan, dan seharusnya 




Gambar 4. Pipa tidak terurus 
Rombongan dari pekerja musiman yang bertugas untuk memupuk 
tanaman tebu seringkali melakukan kecurangan seperti menyimpan sebagian 
pupuk di tengah lahan perkebunan sehingga sinder dan mandor tidak 
menyadarinya. Para pekerja juga melakukan pengiritan pupuk yang mereka 
berikan kepada tebu, sehingga pembagian pupuk tersebut meski sedikit 
mereka tetap mendapatkan jatah. Tidak hanya itu, kelompok kerja yang 
bertugas membersihkan gulma, seringkali memotong rumput dengan 
dirangkai dengan tanaman tebu. Sehingga sebagian gugusan tanaman 
kadang hilang diiris benda tajam. Kita juga penting melihat dari segi 
pemberian upah dari pihak perusahaan, dimna para buruh digaji Rp 30.000 
perhari dengan lama bekerja dari pukul 08.00 hingga 15.00 sore. Bisa 
dibayangkan berapa banyak waktu yang dihabiskan dengan upah yang 
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dianggap tidak sebanding dengan pekerjaannya. Hal ini sejalan dengan 
pembicaraan nonformal dengan Daeng Sari (46 tahun) bahwa, 
Lasiapa nigappa punna tallung puloja gajita siallo, na nampapa 
baribbasa ninjama, na sassampa nimmotere. Nammpa sallo njo 
nampa nigappa gajia kamase…ia tomminjo pupuka andalangta 
biasa… ahahaha manna tak lima litereja…yang penting nia… 
artinya Berapa banyak kita dapat kalau cuma Rp 30.000 gaji 
perhari, dari pagi hingga gelap baru pulang. Terus gaji juga lama 
baru diterima kasian… ia pupuk jadi andalan biasa… ahahaha 
biar hanya lima liter saja…yang penting ada… 
Dilain sisi para kelompok penjaga mesin untuk penyiraman tebu pada 
musim kemarau, kadang memperoleh kesempatan membawa pulang sisa 
penggunaan bahan bakar. Beberapa penjaga juga kadang jaim dengan 
membawanya secara sengaja dengan alasan akan digunakan ketika ia 
membajak sawah nanti. Hal ini berdampak pada kondisi perkebunan yang 
membutuhkan air, dimana sebagian lahan bisa saja tidak terserap air dan 
menghambat pertumbuhan tebu. 
Biasana angngalle tongki solara manna sikeddeja, ka lanai 
ancinikki…? punna niboli ia jinjo sindereka angngallei nampa katte 
poso ajjaga, gajia tena tonja na siapa..edd… artinya Biasanya 
mengambil solar biar sedikit, siapa yang liatki…? Kalau di simpan 
sinder yang ambil itu, gaji juga tidak seberapa… edd (Daeng 
Tinggi, 39 tahun) 
Percakapan resisten seperti itu memang rata-rata dilatari oleh gaji yang 
kurang dengan masa kerja yang cukup lama. Mereka yang melakukan 
penggelapan fasilitas perusahaan di  dasari oleh faktor gaji yang juga kadang 
lama baru diterima oleh pekerja. Daeng Tinggi yang juga merupakan 
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pekerjaan musiman tidak hanya sebatas mengambil bahan bakarnya namun 
juga rasa ketidak nyamannya dengan sikap sinder yang juga mengambil 
bahan bakar sisa yang ada. 
4. Bercocok tanam 
Moral ekonomi petani merupakan salah satu konsep yang tepat 
menjawab respon petani terhadap perusahaan. Terlalu banyak hal yang perlu 
dilakukan petani untuk melawan subsitensi mereka. Strategi hidup kemudian 
menjadi pendorong  dalam mempertahankan eksistensi ekonomi, bahwa 
tidak ada jalan lain untuk bertahan hidup kecuali memilih jalan yang penuh 
tantangan. Beberapa petani memang terlihat berani bercocok tanam secara 
sembunyi-bunyi dan ada juga secara terang-terangan. Tergantung sesuai 
dengan kondisi konflik yang sedang terjadi. 
Mereka memanfaatkan lahan yang kosong baik yang di bagian luar 
maupun bagian dalam perkebunan. Intinya selama tidak ada tanaman tebu 
mereka menganggap tidak masalah ketika menanaminya. Hal ini tergambar 
melalui wawancara bersama Daeng Jaya. 
“Ia kalau tidak adaji tebu, ditanami saja dari pada kosongji 
mending kita manfaatkanki. Na begituji juga baru bisaki hidup 
kasian, dimanaki mau dapat beras, apalagi musim kemaraumi, 
edd biar sampai malamki kerja yang penting bisaki beli beras 
satu liter…” (Daeng Jaya, 45 tahun)  
Petani telah mempertarukan segala tenaga dan pikirannya untuk tetap 
bertahan dalam keadaan krisis sekalipun. Beras yang sebagai lambang 
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kesejahteraan akan dianggap sebagai sesuatu yang patut dipenuhi. Hal ini 
mengakibatkan kerja sama antara perempuan dan laki-laki semakin intens 
yang mana perempuan tidak hanya dirana domestik melainkan turut 
membantu sang suami untuk memenuhi kebutuhannya. Pada petani 
Polongbangkeng secara umum, laki-laki hanya bertugas membajak sawah 
sedangkan perempuan yang menanam padinya dan ini dilakukan agar laki-
laki memiliki banyak waktu untuk membuka lahan sebanyak-banyaknya. Hal 
ini juga dilakukan agar mereka tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan 
dasarnya melainkan juga kebutuhan sekundernya. 
 
Gambar 5. Tebu kekeringan air 
Menjelang musim hujan akan terlihat aktivitas kegiatan observasi, 
yang mana petani akan mengunjungi lahan-lahan perkebunan yang layak 
untuk ditanami. Pihak perusahaan sebenarnya telah melarang aktivitas 
seperti ini, mengingat akan mengancam perkebunan tebu dari berbagai 
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masalah seperti hama dan penyakit tumbuhan. Bagian Keamanan kebun 
juga telah mengingatkan petani untuk tidak menanami lahan-lahan yang 
kosong, namun karena sebagian lahan sendiri sulit dikelola ketika musim 
hujan sehingga petani selalu berhasil mengambil alih lahan-lahan kritis. 
Sekitar tahun 2007 beberapa petani sambil mengembalakan sapi di 
sekitar perkebunan, ia juga menjalankan aktivitasnya sebagai petani. Mereka 
akan membersihkan lahan yang dianggap kosong dari tanaman tebu, karena 
pada musim hujan gulma yang sulit dibersihkan juga tidak terhitung 
jumlahnya. Jika lahan telah bersih dari gulma maka mereka akan 
membajaknya menggunakan ternak. Bukannya mereka tidak memiliki traktor 
sawah namun mereka lebih mencari rasa aman dan kemudahan karena 
bidang tanah yang sempit. Suara dari traktor pun sangat ribut berbeda 
dengan membajak menggunakan sapi. 
Beberapa lahan yang memang sering tergenang air sengaja dipilih 
sebagai lahan untuk menanam padi. Sedangkan lahan yang bebatuan dan 
cenderung sulit diolah tanahnya maka tidak dilakukan proses pembajakan, 
hanya disemprot menggunakan herbisida terhadap gulma yang ada. Setelah 
gulma mati maka barulah ditanami padi. Menanam padi dengan sistem ‘tugal’ 
(melubang tanah) menjadi pilihan rasional dikala tanah sulit dibajak, serta 
lebih mudah karena tidak melalui proses penyemaian terlebih dahulu. 
“ lebih cepat tumbuh kalo ditugal, karena tidak perlu disemaikan, 
lamaki lagi na banyak lahan mau ditanami jadi dikasi beginipi 
91 
 
nah bagus. Nanti juga datang traktor naolah semua baru belum 
panenki kan rugi jaki kodong. (Daeng Pajja, 40 tahun) 
Petani juga telah banyak mempertimbangkan kerugian yang akan 
mereka tanggung ketika perusahaan bersikap keras. Yang mana tanah yang 
telah ditanami padi baik yang ditugal maupun dibajak akan diolah oleh pihak 
perusahaan. Hal ini banyak terjadi dikala petani juga dengan bebas 
menanami wilayah perkebunan, bahkan jalanan juga ikut ditugal. 
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2015 dan 2016, 
petani justru kompak mengadopsi sistem pertanian tugal. Sistem ini dianggap 
lebih efektif dari pada harus mengolah lahan yang tidak rata. Turunnya hujan 
akan menjadi pertanda bagi petani untuk berbondong-bondong memeriksa 
lahan yang kosong. Faktanya beberapa lahan memang sangat rawan dengan 
genangan air sehingga tebu sulit untuk bertahan hidup. Namun genangan itu 
tidak tercipta begitu saja, ada tindakan yang mendukung dibaliknya, 
sebagaimana pembicaraan bebas dari Daeng Raga bahwa, 
Punna mangeki attoa lahang, nitinggi-tinggi tingkasakna supaya 
anjo jekneka ammantangi. Jari anjo takbua tenamo nattimbo…, 
battu mae mandoroka tena na ero naolah karena seng jekne. 
Artinya Kalau mengunjungi lahan, buat semakin tinggi 
pembatasnya supaya itu air tinggal. Jadi itu tebu tidak tumbuh…, 
kalau datang mandor tidak mau diolah karena rata-rata air 
(Daeng Raga, 32 tahun) 
Tindakan ini tentunya hanya dilakukan ketika musim hujan turun, dan 
beberapa petani telah bertahun-tahun mampu menggarap sawah yang masih 
di wilayah sengketa. Sejak dahulu, jauh sebelum konflik agraria mencuat, 
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beberapa daerah memang menjadi langganan banjir, akan tetapi biasanya 
bisa ditanami dengan sistem pengairan yang lancar dan terkontrol. Namun 
semenjak kasus ini mencuat, beberapa keringanan mulai muncul dari pihak 
perusahaan.  
Pihak perusahaan seolah membiarkan petani mengolah lahan yang 
memang sangat kritis bagi tanaman perkebunan tebu. Dan inilah menjadi 
dasar dari aktivitas petani dalam memanfaatkan lahan kosong. Sebagaimana 
yang diungkapkan Razak (35 tahun) bahwa Perusahaan sekarang mulai 
berpikir untuk tidak mengejar keuntungan akan tetapi mengurangi kerugian. 
Pihak perusahaan memang sedang berusaha memutar strategi untuk 
memperbaiki hubungan dengan masyarakat. Terlebih jika konflik terus 
berlanjut maka perusahaan ini justru akan terus mengalami stagnasi dan 
ujung-ujungnya kehancuran perusahaan. Aktivitas seperti ini sebenarnya 
disadari oleh pihak perusahaan ketika musim panen tebu telah tiba, dimana 
bekas tanaman padi, jagung dan wijen akan terlihat jelas disela-sela 
perkebunan. Lahan yang hanya mampu dimanfaatkan sekali, tidak membuat 
semangat petani surut. Beberapa petani juga memanfaatkan lahan di sekitar 
sungai ketika musim kemarau, yang mana masyarakat akan menanam sayur-
mayur dan memanfaatkan sumber air di dekatnya. 
Observasi yang dilakukan pada bulan September 2015 dimana pada 
saat itu sedang terjadi musim kemarau. Nampak dari kejauhan kebun kacang 
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panjang yang tumbuh subur di sekitar sungai. Sepintas kebun kacang seperti 
kebun tebu karena memiliki ketinggian yang sama, sehingga kita perlu 
mendekati seluruh area perkebunan untuk menyaksikan kebun yang 
berbeda. Namun dengan aktivitas ini petani baru mampu menghidupi 
keluarganya. 
Musim kemarau kadang membawa kesulitan yang sangat berarti bagi 
petani. Yang mana pihak perusahaan akan melakukan pengolahan lahan 
kebun terhadap seluruh wilayah teritorialnya. Mengingat bahwa musim 
kemarau menjadi momentum dalam memudahkan traktor-traktor untuk 
mengolah lahan. Sehingga terkadang lahan sebidang pun sangat sulit 
diperoleh petani. Mereka mengharap belas kasihan dari pihak sinder kebun 
agar mendapat sebidang lahan untuk bisa ditanami sayur meski musim 
kemarau. Namun sinder kebun hanya melakukan pengawasan dan tidak 
berani memberikan sedikit lahan kepada mereka karena sudah menjadi 
tanggung jawabnya, sehingga tidak banyak yang bisa dilakukan petani pada 
musim kemarau. ini juga dikarenakan oleh Sinder kebun yang biasanya 
bukan orang Polongbangkeng jadi mereka sangat tegas. 
Adapun lahan yang mampu digarap oleh petani sebenarnya bukan 
karena traktor tidak mampu mengolah semua lahan yang ada. Namun 
terkadang orang yang menjalankan traktor yang sengaja tidak mengolah 
semuanya, disaat sinder sedang tidak mengawas. Hal ini karena driver 
tersebut juga menyadari pentingnya sebidang lahan bagi petani, ditambah 
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relasi keluarga yang terjalin serta rasa identitas sosial yang dimiliki. Buruh 
kasar di perusahaan bisa dikatakan didominasi masyarakat Polongbangkeng 
sehingga mereka yang ingin bermain curang akan terbuka lebar. 
Beberapa warga juga cerdas, terutama mereka yang tidak melakukan 
aktivitas pertanian jangka pendek. Justru ada beberapa warga yang 
melakukan penanaman pohon bertunggang di daerah pesisir sungai. Mereka 
berpendapat bahwa dengan adanya pohon yang tumbuh besar (Seperti 
mangga, mohoni dan jati putih, nangka dan sebagainya) maka akan 
menyejukkan orang-orang yang bekerja di kebun. Padahal dilihat dari 
fungsionalnya tanaman ini justru menjadi tempat berteduhnya ternak petani 
yang sewaktu-waktu bisa memakan tebu.  
Daeng Kulle antu jai nalamung jati ri biring agadanga, ka punna 
lompoi anjorengmi laklang sapina. Punna nakana mi anjorengi 
tampa’na aklamungmi poko-poko’… Artinya Daeng Kulle itu 
banyak menanam pohon jati di pinggir jalanan. Kalau dia sudah 
bilang di sana lahannya, ia tanam pohon… (Daeng Pajja, 40 
tahun)  
Lahan yang memiliki pohon besar juga tidak mudah untuk diolah oleh 
traktor, justru jika dipaksakan akan membuat traktor rusak. Sehingga lahan di 
sekitar pohon tersebut akan sulit dijamah oleh traktor jenis apapun. Di sinilah 
menjadi peluang petani untuk menanami tanaman jangka pendek seperti 
padi, jagung, wijen dan sebagainya. Meski membutuhkan waktu yang lama 
namun ini selalu saja berhasil dilakukan. 
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Lahan merupakan faktor utama yang dibutuhkan oleh petani, 
ketidakefektifan dalam melakukan perlawanan terbuka, atau tidak 
didengarnya suara petani. Maka di situlah tanaman akan berbicara mewakili 
atau merepresentasikan gagasan petani yang tidak didengar oleh pihak yang 
bersangkutan. Penulis menamakannya sebagai tanaman perlawanan yang 
berkaitan erat dengan perilaku subistensi, sebuah konsep yang pernah di 
jelaskan oleh James Scott dalam bukunya Moral Ekonomi Petani. Tanaman 
ini ditanam melalui usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara 
diversifikasi, baik berdampingan dengan tanaman milik perusahaan maupun 
tanaman milik petani. Yang mana pengertian diversifikasi dalam bidang 
pertanian merupakan usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara 
memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan pertanian. Namun, berbeda 
dalam konteks perlawanan diversifikasi dilakukan bukan semata-mata ingin 
memperoleh keuntungan, tetapi terlibih diversifikasi ini dilakukan di atas 
lahan yang dianggap petani miliknya (legitimasi). 
Adapun berbagai jenis tanaman tersebut meliputi padi, wijen, ubi jalar, 
jagung, mentimun, pisang, dan kacang-kacangan. Dalam menanam petani 
telah melakukan banyak pertimbangan dalam memilih tanaman tersebut. 
Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan tanaman yang ditanam oleh 
petani terlebih lagi jika harus berdampingan dengan tanaman tebu. Mulai dari 
sisi modal ekonomi, jenis tanah, pemeliharaan tanaman, dan yang paling 
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berpengaruh adalah musim panen tebu. Adapun penjabaran dari aktivitas 
penanaman ini yaitu sebagai berikut; 
a. Padi 
Lambang kesejahteraan petani adalah padi. Semakin banyak padi 
maka akan semakin sejahtera pula petani, tentunya konsep ini sangat diakui 
oleh kalangan petani padi terutama yang bermukim di Kecamatan 
Polongbangkeng Utara. Padi bisa menjadi jaminan hidup selama enam bulan 
hingga satu tahun. Tergantung dari keberhasilan pertanian mereka.  
Menanam padi berdampingan dengan tebu sudah dilakukan dari sejak 
tahun 1990-an, namun penamaman padi yang paling berdampak adalah 
tahun ini. Meski telah ada waktu kesepakatan antara petani dengan 
perusahaan, petani tetap memilih bibit padi yang cepat tumbuh dan hasilnya 
cepat di rasakan. Masalahnya berada pada adanya ketakutan gagal panen 
dan lambatnya masa panen sedangkan pihak perusahaan akan mengolah 
lahan kosongnya. Menanam padi bagian dari bentuk utama tujuan dari 
legitimasi lahan, terlebih atas dasar adanya moral ekonomi yang bermain. 
Konsep subsistensi kemudian hadir dimana petani memilih untuk tidak 
mengolah lahan pertanian untuk menanam. Justru petani menerapkan 
pertanian sistem tugal, hal ini dilakukan untuk meminimalisir kerugian dan 
akhirnya bisa dinikmati hasilnya. 
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Penguasaan lahan kosong tidak ubahnya untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari. Sebelum tiba habisnya masa HGU, seluruh masyarakat yang 
melakukan aktivitas pemanfaatan lahan memang menanam padi. Sebagai 
tanaman utama petani sadar bahwa perlu adanya strategi penaman yang 
cepat dilakukan sehingga jika perusahaan datang dan ingin mengolah kebun, 
setidaknya mereka telah memperoleh hasil. Maka pertanian tugal ini menjadi 
pilihan utama dari petani. 
Hampir semua petani yang menguasai lahan kosong, menerapkan 
sistem tugal dengan tahapan yang dilakukan yaitu penyemprotan herbisida 
pada lahan, kemudian menunggu beberapa hari dan lahan siap di tugal untuk 
di tanami. Rasanya memang sedikit mudah dibandingkan melakukan 
penyemaian, belum lagi lahan yang bebatuan dan sulit diolah oleh traktor, 
dan rumput yang baru mengenal padi.  Sehingga adanya sistem ini dianggap 
lebih cepat bahkan banyak yang sudah menanami wijen bekas lahan padi 
nya. Berkat pertanian lahan kosong ini banyak keluarga yang swasembada 
beras dan sangat bergembira atas pertanian ini. Mengingat hasil pertanian 
sistem tugal lebih cepat dibandingkan dengan sistem tanam manual dengan 
hasilnya yang tidak  jauh beda, dengan modal yang sangat minim. Mereka 
hanya bermodalkan herbisida dengan harga tidak lebih dari Rp 100.000 
perbotolnya sedangkan jika harus mengolah lahan justru membutuhkan 
modal yang lebih banyak lagi. 
98 
 
 Konsep pertanian klasik yang dipadukan dengan pertanian modern 
dengan bantuan pesitisida justru kembali marak. Adanya sistem pertanian ini, 
petani berusaha menembus ke dalam lahan perkebunan tebu yang sedikit 
demi sedikit mulai menyentuh ranah pelanggaran. Beberapa petani bahkan 
sengaja memaksakan tanamannya hidup di sela-sela tebu. Hal ini terjadi 
aktivitas yang justru merusak tanaman tebu.  Sebagaimana yang dikatakan 
oleh Daeng Liwang (42 tahun) bahwa, 
Punna ta’bu dattulujja sekalian dibunuhmi dari pada pangrompai-
rompaiji. Apalagi tassipokoja, mending dibelakmi nampa 
a’racungki. Artinya kalau cuma tebu kecil sekalian dibunuh 
daripada jadi penghalang. Apalagi cuma satu batang, potong-
potong saja terus di racun. 
Terjadinya aktivitas seperti ini dikarenakan tebu yang dianggap 
tumbuh lebih kecil dari tebu lainnya dengan jarak tebu yang berjauhan. 
Mirisnya ini dilakukan tanpa persetujuan perusahaan, sehingga terjadi 
kekecewaan dipihaknya. Padi di tengah tanaman tebu memang tumbuh 
dengan subur karena mendapat unsur hara dari pupuk tebu, meskipun 
kemungkinannya terserang hama lebih tinggi dan sulit dikendalikan namun 
petani tetap melakukannya. Mereka mengejar keuntungan, terlebih lagi 
sudah lama lahan yang mereka incar tidak mereka garap, sehingga ketika 
moment itu ada maka pelampiasannya justru sangat berdampak. 
Berdasarkan pembicaraan santai yang penulis lakukan bersama 
beberapa petani, bahwa mereka tidak berani mematikan tanaman tebu. 
Karena mereka juga tahu bahwa lahan ini bukan miliknya secara formal. 
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Sehingga mereka harus menghormati tanaman perusahaan. Petani juga 
sangat bersyukur diberikan kesempatan untuk menanami lahan kosong. 
Persepsi baru kemudian muncul dalam konsep kognitif diantara petani dan 
pihak perusahaan. Bagi petani jika ada lahan kosong dan perusahaan belum 
pernah mengolahnya, maka itu berarti petani bisa menanaminya hingga 
perusahaan datang.  
Punna tenaja ta’bu, berarti akkulleji nilamungi antu, karna tena 
tonja nana olai… dari pada jappo seng ruku’ mending niallei 
tanata katte. Artinya Kalau tidak ada tebu, berarti kita bisa 
menanaminya, karena mereka juga tidak olah… daripada 
membusuk, penuh dengan rumput mending saya ambil tanahku 
(Daeng Jaya, 45 tahun). 
Petani tidak menyadari adanya masa tanam yang dilakukan oleh pihak 
perusahaan, yang mana masa tanam tebu memiliki waktu tersendiri, karena 
masa panen tebu juga harus serentak dengan pertimbangan air tebu memiliki 
kualitas tinggi untuk dipanen. Meskipun demikian pihak perusahaan tidak 
metolerir tanaman yang ada dilahan perusahaan mereka jika nantinya petani 
sembarang menanami lahan. Berbeda dengan padi, selama tanah masih 
basah maka disitu padi akan ditanam, petani bukannya cuma tahu soal 
menanam namun ia penuh dengan pertimbangan. 
Belakangan menjadi warna baru diatas lahan yang sekitar 7.200 Ha 
menjadi perkara. Warna perkebunan kini tidak lagi di dominasi dengan daun 
kebiruan tebu, justru didominasi oleh warna kuningnya padi. Persaingan 
warna seolah merepresentasikan persaingan diantara kedua bela pihak, 
100 
 
sebagaimana bahwa kita tahu padi akan selalu menjadi primadona petani 
sedangkan perusahaan akan tetap mengaungkan swasembada gula. 
b. Pisang 
Tanaman pisang juga bagian dari tanaman perkebunan yang 
digunakan untuk menjustifikasi lahan. Pisang memiliki banyak keuntungan 
karena petani tidak perlu repot memeliharanya, petani juga jarang melakukan 
pemupukan, yang ada pisang tumbuh subur memanfaatkan unsur hara dari 
lahan perkebunan tebu. Disisi lain, bekas penambangan batu juga menjadi 
tempat ditanamnya pisang ini. Yang mana lahan pertambangan batu yang 
telah habis sewaktu-waktu bisa diolah oleh pihak perusahaan sehingga untuk 
menjaganya tetap milik mereka pisang menjadi tanaman alternatif.  
Meski hanya sebagai tanaman selingan pisang kini berkembang 
dengan cepat dengan jumlahnya yang pesat. Petani tidak hanya 
bersemangat menanam padi melainkan ia juga cepat mengandalkan pisang. 
Meski hanya sebagai tanaman selingan pisang memiliki fungsi sosial 
tersendiri ketika sudah dipanen. Hasil dari tanaman pisang ini tidak hanya 
dinikmati oleh petani itu sendiri. Justru pisang yang diolah menjadi gorengan 
mampu membuat para sinder dan mandor dan kebun bekerja sama dengan 
petani dan tidak melarang mereka untuk memanfaatkan lahan. Sebagaimana 
penjelasan Daeng Pajja (30 tahun) bahwa; 
Punna nia ti’no kassama-sama jaki kanrei, nikiomi mangen rinni, 
keamananga siagang mandoroka, nganre sanggara unti. Ka 
101 
 
punna nakanreja tidak mungking angkana na olai. Artinya Kalau 
pisang sudah masak kita sama-sama makan, dipanggillah pihak 
keamanan dan mandor kebun makan pisang goreng, kalau dia 
juga makanka tidak mungkin mau diolah. 
 
Gambar 6. Pisang dan bekas tambang batu 
 Mereka yang menjaga keamanan perkebunan adalah orang yang akan 
melaporkan bagian perusahaan sehingga  turut menjaga rahasia dari 
pertanian yang petani lakukan. Sehingga ia juga tidak bisa berbuat banyak 
masalah berjamurnya pohon pisang. Saat ini sudah mulai terlihat banyak bibit 
pisang yang baru di tanam dan akan banyak berbuah sekitar empat bulan 
kedepan. 
c. Wijen 
Memiliki biji yang kecil dan menjadi penghias diberbagai jenis 
makanan wijen menjadi idola tersendiri di mata petani. Bertani wijen sudah 
lama dilakukan oleh petani, terlebih lagi dengan cuaca yang panas, 
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kecamatan ini sangat mendukung prospeknya. Dibandingkan tebu, yang 
tumbuh dengan teratur sesuai dengan bedengannya. Wijen mampu tumbuh 
disela-sela perkebunan tebu, padi, ubi, dan berbagai tanaman perkebunan 
lainnya, sehingga moral ekonomi petani dalam menanam jenis tanaman ini 
sangat rasional. Beberapa perkebunan, petani melakukan penanaman di 
sela-sela tanaman, ada juga yang menanamnya jauh dari tebu. 
 
Gambar 7. Diversifikasi Tanaman 
Padi dan wijen kini tumbuh seperti tanaman yang bersahabat, petani 
melakukan ini untuk bisa memanfaatkan lahan yang masih tersisa tanaman 
pokok seperti padi. Selain itu, Wijen dianggap sebagai tanaman yang mampu 
beradaptasi disegala kondisi. Ia mampu tumbuh di tanah yang kurang berair 
dan bertahan di tanah yang rentan kekeringan. Sehingga wijen menjadi salah 
satu tanaman yang dipilih petani untuk melengkapi lahan yang kosong. Nilai 
jual wijen sendiri memiliki daya tawar tersendiri dengan tingkat perawatan 
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yang sangat minim sehingga petani tidak perlu melakukan banyak 
perawatan.  
Belakangan muncul ketidakteraturan dalam sistem diversifikasi 
tanaman ini, yang mana beberapa orang dengan tanpa isin melakukan 
sistem secara sepihak. Ada yang melakukan diversifikasi tanpa isin dari 
pemilik padi, sehingga ketika pemilik datang mengunjungi padinya, ia akan 
heran melihat tanaman wijen yang sudah tumbuh di sekitar padinya. Hal ini 
kemudian menjadi pemicu konflik di antara mereka yang sama-sama 
memanfaatkan lahan yang ada. Seperti yang diungkapkan Sitti (35 tahun) 
ketika ia mengunjungi padinya, bahwa ia heran melihat wijen sudah tumbuh 
di sekitar padinya yang sudah hampir panen.  
Ih ta’bangka nakke, ngapana nia’ langnga riampi’na asengku, na 
kunyimi’ caraddena poeng na tena nakkana-kana. (Artinya, ih 
saya kaget, kenapa ada wijen di samping padiku, padahal sudah 
kuning, pintarnya lagi karena tidak bilang-bilang). 
Legitimasi lahan tidak serta merta dilakukan petani, mereka punya 
dasar yang kuat sehingga mereka menanami lahan yang kosong. Menanami 
lahan yang kosong dianggap karena dahulu itu adalah milik dari orang tua 
mereka. Namun beberapa kalangan justru tidak mempertimbangkan latar 
tersebut, intinya lahan kosong dimanfaatkan saja. Bagi yang bertanam di 
sembarang lahan yang kosong, jenis tanaman memang sangat bergantung 
keberhasilannya, termasuk tanaman yang cepat tumbuh dengan tingkat 
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kegagalan yang rendah. Wijen sebagai tanaman yang tidak membutuhkan 
perawatan khusus telah menjadi pilihan yang tepat.  
Langkah pertama, petani hanya perlu menyeprot lahan dengan 
menggunakan herbisida. Setelah rumputnya mati, maka petani akan 
langsung menyemaikan biji-biji wijen. Petani jarang mengolah lahan dengan 
proses yang muluk-muluk. Rata-rata dari mereka suka dengan cara instan, 
belum lagi jika di daerah yang sempit cara ini dianggap sebagai hal yang 
paling efektif. Setelah di semai, petani tinggal menunggu hingga wijen 
berkecamba dan memiliki daun sejati. 
Petani akan kembali sibuk mengurusi wijennya ketika telah memiliki 
daun sejati dua hingga lima lembar, mereka akan menabur pupuk yang telah 
diperkirakan sebelumnya. Setelah dipupuk, tentuya mereka tinggal 
menunggu panen. Sangat simpel bertanam wijen, maka pilihan rasional 
mereka menanam tanaman ini akan sangat bergantung keberhasilannya. 
Wijen juga dianggap sebagai tanaman yang memiliki produktivitas yang 
sangat tinggi, menanam satu liter wijen bisa menghasilkan 100 liter wijen. 
Harga wijen perliternya biasanya Rp 15.000. dengan ini beberapa orang bisa 
menghasilkan Rp 1,500,000 keuntungan kotor dari tanaman yang tidak 
membutuhkan perawatan khusus. Belum lagi jika petani mampu menanam 
tiga  liter wijen tentunya petani sangat terbantu dari hasil pertanian ini. 
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Salah satu keuntungan dari menanam wijen ini adalah, rombongan 
sapi yang sewaktu-waktu lewat tidak akan memakan wijen, justru ternak ini 
tidak suka dengan baunya. Bahkan babi hutan yang sering menjadi perusak 
tidak mempedulikan wijen yang tumbuh lebat, meskipun keduanya bisa 
menginjak tanaman ini. Namun, petani sudah memperikan tingkat 
keberhasilannya yang sangat tinggi. 
Wijen menjadi salah satu tanaman pilihan mayarakat, terlebih karena 
tanahnya sangat sulit untuk diambil kembali sehingga sangat penting 
diversifikasi pertanian. Jika tidak ada lahan kosong, sela-sela perkebunan 
tebu juga bukan masalah dalam melegitimasi lahan mereka. 
d. Ubi Jalar 
Sebagai tanaman yang mengandung karbohidrat tinggi, ubi jalar 
menjadi salah satu tanaman pilihan yang ditanam oleh petani. Mereka 
melakukan diversifikasi tanaman berdampingan dengan tebu. Tentunya 
banyak pertimbangan sehingga petani memilih ubi jalar sebagai salah satu 
tanaman legitimasi. Ini juga disebut sebagai tanaman legitimasi karena dari 
tanaman itu, petani beranggapan bahwa tanah itu adalah bekas lahan milik 
orang tua mereka. 
Pada gambar di bawah ini terlihat berbeda dengan wijen, ubi jalar 
sudah menjadi pilihan tersendiri pada beberapa petani. Tanah yang berpasir 
dengan tekstur yang lembut membuat petani memilih lahan yang kosong 
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sebagai tempatnya tumbuh. Tanah kosong tidak berarti harus ditanami 
dengan padi atau wijen, petani bergerak untuk menanam tanaman ini karena 
nilai jualnya yang sangat menjanjikan. Terlebih lagi jika stoknya terbatas di 
pasar tradisional hingga modern. Dalam sekarung harganya bisa mencapai 
Rp 150.000 hingga Rp 200.000, dengan hasil kebun mampu mencapai 20 
karung dengan lahan 15 M2. 
 
Gambar 8. Diversifikasi Tebu dan Ubi Jalar 
Maka kemudian lahan juga menjadi pertimbangan ketika petani 
menanam ubi jalar. Tanaman yang ditanam berdampingan dengan tebu 
sangat menguntungkan petani, pasalnya zat pupuk yang ditaburkan ke tebu 
oleh pihak perusahaan menyebar ke  lahan ubi jalar sehingga tanaman 
mendapat zat yang cukup untuk pertumbuhannya.  
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Keuntungan bertani berdampingan dengan tebu tentunya tidak hanya 
sebatas resisten. Tapi lebih bagaimana petani mampu memanfaatkan 
keunggulan dari bertani seperti itu. Dilain sisi, ancaman dari Babi hutan 
membuat petani khawatir dengan ubi mereka. Pasalnya ubi menjadi 
makanan idola dari babi hutan, mereka tinggal di dalam perkebunan tebu, 
dan dengan mudah melahap akar ubi jalar tersebut. tidak hanya itu, Sapi 
yang merupakan hewan ternak dari petani setempat bisa menjadi ancaman 
besar jika pemilik lalai dari penjagaannya. 
Ancaman itu tentunya akan membuat petani khawatir akan kerugian 
yang bisa membuat mereka rugi. Melawan resiko demi mendapat 
keuntungan ganda yang nantinya membuat mereka merasa bisa lebih baik. 
Sebagai tanaman sekunder dalam memenuhi kebutuhannya, petani selalu 
mengutamakan keuntungan sehingga berbagai upaya pastinya dilakukan. 
Adapun upaya itu seperti memasang Pa’boeng (atau benda yang selalu ribut) 








Konflik yang terjadi di Polongbangkeng merupakan konflik agraria 
yang telah ada sejak tahun 1978. Kembali mencuat setelah masa HGU PTPN 
XIV Persero selesai. Hal ini dilatari oleh berbagai faktor seperti Provokasi dari 
NGO (Non Government Organization), adanya kepentingan ekonomi dan 
politik baik dari kalangan petani maupun pemerintah setempat.  
Peran NGO ini tidak hanya sebatas menyadarkan petani menuntut 
haknya secara hukum, melainkan ikut menjadi aktor pendukung dalam 
membela hak-hak petani. Hal inilah yang mengarahkan NGO memandu 
pendirian Serikat Tani Polongbangkeng agar perlawanan mereka lebih kuat 
dan bersatu. Di sisi lain, pergerakan tidak terakomodir datang dari family 
resistance, dimana mereka menuntut haknya bersama kerabat dekat saudara 
(sa’ribattang) maupun kerabatnya (Bija).  
Adapun bentuk perlawanan yang dilakukan petani yaitu a’lambara sapi 
(melepaskan sapi), bercocok tanam, menambang batu, dan mencuri aset-
aset yang dimiliki perusahaan. Hal ini jelas berdampak kerugian besar bagi 
perusahaan, sehingga pihak perusahaan telah memberikan kesepakatan dan 





Berdasarkan tidak terselesaikannya masalah ini, setidaknya ada 
beberapa hal yang dipertimbangkan dalam menyikapi konflik agraria ini yaitu 
sebagai berikut; 
1. Pemerintah Daerah maupun Pusat seharusnya memberikan 
informasi umum terhadap petani berkaitan dengan kebijakan yang 
akan dikeluarkan maupun hasil pertemuan yang telah dilakukan. 
Sehingga tidak ada kecurigaan di antara kedua pihak yang 
berkonflik. Seperti surat edaran berkaitan dengan swa sembada 
gula yang ditujukan pada PTPN XIV persero, justru petani tidak 
mengetahui hal tersebut, padahal keberhasilan program ini juga 
dipengaruhi petani setempat. Pemerintah juga seharusnya selalu 
menjadi fasilitator dalam menghubungkan komunikasi di antara 
petani sehingga tidak terjadi missunderstanding. 
2. Bagi perusahaan, beberapa kali telah terjadi konflik fisik akibat 
massa yang dibentuk oleh kalangan STP maupun NGO sehingga 
seharusnya perusahaan cepat menanggapi apa yang dibutuhkan 
petani dan diharapkan hubungan keduanya dapat terbangun 
kembali. Perbaikan komunikasi terutama STP karena kelompok 
yang bisa menjadi provokator aktif adalah mereka yang tergabung 
dalam organisasi ini. 
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3. Bagi petani, seharusnya tertib menaati aturan terlebih mereka yang 
berada dalam Kapoktan, mengingat bahwa tanah ini sudah 
diperpanjang HGU-nya sehingga kolaborasi kerja sangat 
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